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T

MOTTO

* Berbuatlah apa vang terbatk menurut kemampuanmu, dengan cara yang terbark
bagimu, di segala tempat yang ada dalam pengetahuanmu, dalam setiap waktu
vang tersedia bagimu, kepada semua orang yang ada dalam jangkauanmu,
sepanjang masa dalam hidupmu ™

(Wesley)

“Bayarlah Pajak Sedini Mungkin Agar Anak Cucu Tidak Menuduh Kita Hidup
Tidak Berguna™
(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX 2001:47)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Karyaku imi kupersembahkan kepada mereka-mereka vang dengan jasanya turut

mengukir jalan hidupku

» Allah SWT. Kumohon yang kukerjakan dalam membuat ilmu selama i
tercatal schaga 1badah,

» Kepada Bapak Yatn dan [bu Rusmimi lercinta atas do’a, pengorbanan dan
perjuangan serta limpahan kasih sayang vang tiada henti-hentinya,

» Teman-leman Diploma [11 Perpajakan kelas B,

» Keluarga Bapak Abdul Kamal Sukri dan saudaraku Hilda atas seluruh bantuan
dan perhatiannya,

Untuk Ans, vang telah mengajanku untuk menghargal masa lalu,

L 1

»  Almamaterku tercinta,
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan
hidayahnya sehingea penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata
(PKN) dengan judul “Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten
Maggtan Tahun 20047

Penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nvata (PKN) ini dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu svaral untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A Md) pada
Program Studi Diploma [l Perpajakan Jurusan lmu Administrasi Fakultas [Imu
Sosial dan llmu Politik Universitas Jember

Berbekal kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, penulis berusaha
menyelesaikan laporan akhir int semaksimal mungkin. Namun demikian tentu
masth banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran yang bersilit
membangun  sangat penulis perlukan dalam melengkapi dan  mendukung
penyempurnaan tulisan ini.

Penulisan laporan ini tersusun berkat bantuan semua pihak baik langsung
maupun tidak langsung Dalam kesempatan kal ing, penuhis menyampukan tenma
kasih kepada berbagai pihak atas petunjuk, bimbingan dan kerjasamanya dalam
penulisan laporan i, terutima

I, Bapak Drs. 1 Moch Toerki selaku Dekan Fakultas lmu Sosial dan Hmu

Politik Uriversitas Jember,

B3

Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan lmu Sosial dan limu

Politik Universitas Jember,

3. Bapak Drs. (L Akhmad Toha, M Si selaku Ketua Program Studi Diploma [11
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Himu Politik Universitas Jember dan 1bu
Dra. Sri Wahyuni, M Si seluku Sckretaris Program Studi Diploma 11
Perpajakan [imu Sosial dan Nlmu Politik Universitas Jember,

4. Bapak Irwan Eka Putra, SE Ak selaku Dosen Pembimbing,

Ibu Dra. Sri Wahyunt, M. Si selaku Dosen Wali,
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Subijantoro, SH selaku Kepala Bagian Umum dan Personalia, Bapak
Wivono, dan seluruh stal karyawan PDAM Kabupaten Magetan,

7. Para Dosen dan karyawan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas
Jember,

8. Saudara-saudaraku di B-2/9

9. Adhikku Shida terima kasih atas bantuannya dan seluruh canda tawanva

10. Sahabatku Hilda. Nana, Dwi, Fitnin, Wiwik, Banu, Anf

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan
sehingga laporan im dapat terselesaikan.

Penulis berharap maksud dan tujuan penulisan laporan Praktek Kerja
Nyata im dapat tercapai serta dapat membert manfaat kepada para pembaca dan
pihak yang membutuhkan

Jember, Mei 2004 Penulis
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai salah satu rumahtangga besar, setiap tahunnya harus
menyediakan dana yang besar untuk pembiayaan belanja negara. Oleh karena 1tu
pemerintah berusaha mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk
meningkatkan penerimaan negara yang antara lain berasal dari penerimaan dalam
negeri, bantuan luar negeri, dan penerimuan-penenmaan lain. Untuk saat ini
penerimaan negara dalam negeri memegang peranan penting, baik bagi negara
maju maupun negara berkembang. Dalam menyukseskan pembangunan nasional
penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak, mempunya kedudukan yang
sangat strategis untuk menggerakkan roda pemerintahan dalam pembangunan.

Semakin besarnya potensi pajak. maka ini merupakan sarana yang efektif
sebagai sumber penerimaan negara yang mampu menggantikan penerumaan yang
berasal dari migas, nonmigas, dan pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk
meningkatkan penerimaan dalam negeri terutama dari scktor pajak harus tetap
dijulankan secara maksimal dengan berpegang tegub pada ketentuan perundang-
undangan vang berlaku.  Pemerintah  telah  menetapkan  prosentase  largel
penerimaan yang besar untuk dana anggaran pendapatan dan belanja negara
adalah dari penerimaan pajak. Oleh sebab ity volume penerimaan dalam negeri
khususnya dari sektor pajak senantiasa diupayakan unfuk terus meningkal.
Apalagi pada situasi saat ini,negara kita mengalami knsis ekonomi yang membuat
semua kebutuhan menjadi naik, schingga pemerintah harus mengembalikan ke
arah yang stabil dibidang ckonom pada khususnya.

Pesginya perkembangan sosial ckonomi sebagai hasil pembangunan
nasional dan globalisasi serta reformasi disegala bidang, dan setelah mengevaluasi
perkembangan  pelaksanaan undang-undang perpajakan akhie i, khususnya
Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan
perubahan undang-undang lersebut guna meningkatkan fungst  dan perannya
dalam mendukung  kebijakun pembangunan  nasional  khususnya  dibidang

ekonomi
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Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan  dimaksudkan  tetap
berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yvang dianui secara universal sallu
keadilan, kemudahan alau efisiensi administrasi dan produkiiviias penerimaan
negara dan letap mempedahankan self assessment systens Oleh karena itu, arah
dan wyuan penyempuenaan UL Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut
I Lebih meninghatkan keadilan pengenaan pajak,

2. Lebih memberikan kemudahan kepada wayib pajak,

3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi langsung
di Indonesia baik pepanaman modal asing maupun penanaman modal dalam
negeri dibidang-bidang usaha tenenmtu dan daerah-daerah terentu yang
mendapal prioritas

Berlandaskan pada arah dan twuan penyempunaan tersebut, perfu
dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 lemtang pajak
penghastlan sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000, meliputi pokok-pokok sebagai benkut:

. Dalam rangka meningkatkan keadilah pengenaan pajak maka dilakukan
perluasan subyek dan obyek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembutasan
pajuk dalam hal lainnya. Struktur tarif vang berlaku juga perlu dirubah dan
dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, guna
meinbenikan  beban  pajuk  vang  lebih  profesional  bagi  masing-masing

golongan,

T

Untuk lebih membenkan kemudahan kepada wanb  pajak self assessment
system letap dipertahankan namun dengan penerapan yang lerus-menerus
diperbaiki.  Perbaikan terutama  dilakukan pada sistim  dan lata cara
pembayaran pajak dalam tahun beralan agar tidak menggangpgu likuiditas
wajib pajak yang menjalankan usaha,
3. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman
modal asing maupun penanaman modal dalam negen.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka sasaran yang ingin dicapa

dalam melaksanakan perubahan Undang-undang PPh fahun 2000 adalah

mencipltakan sistim perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan
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kepastian hukum bagi masvarakal serla dapal mengamankan dan meningkatkan
penerimaan negara.

PDAM Kabupaten Magetan scbagai Badan Usaha Milik Daerah
mengemban tugas dalam menvalurkan [r.fislrfhulur} pemenuhan kebutuhan hidup
dalam bidang penvaluran air bersih sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan
dalam meningkatkan kebutuhan manusia pada wmumnya. Oleh karenanya di
samping sebagai distributor juga bertindak sebaga pemben kerja yang diwajibkan
melakukan kegiatan perpajakan, khususnya melaksanakan pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap sesuai dengan judul laporan yang
disusun, yaitu”Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas
Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan
Tahun 2004™ yang mempunyai makna pengertian sebagni berkut:

4. Penghitungan
Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapa suatu lujuan dengan cara
menganadisa schumh dale lerenin gona mendapatkan jumlah penghastian
Wajib Pajuk,

b. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak yang dikenakan atas penghasilan wayib pajak dalam negen yang berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam benluk apapun schubungan dengan pekerjaan, jabatan, alau sebagal
imbalan alas jusa,

¢. Pepawai Tetap
Orang pribadi vang bekerja pada pemben kepa vang menenma atau
memperoleh gaji dalam juminh tertentu secara berkala, termasuk anggota
dewan komisaris dan anggota pengawas vang secara teratur dan terus-menerus
ikut serta mengelola kegiatan perusahaan secara langsung

Pada  penulisan  laporan i, penulis  merumuskan  masalsh  pada
perhitungan PPh Pasal 21 dan masalah lebih ditekankan atas pegawai etap, Atas
dasar dipilihnya penghitungan gaji atus pegawai tetap, karena pegawai tetap sudah
menmthki il pendapatan yang past, sehingea memudabiban peoulis melakubun

analisa datam perhitungan PPh Pasal 21
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PDAM Kabupaten Magetan selain sebagai wajib pajak, juga sebagai

pemberi kerju dan banvak melaksunukan kegintan perpajakan antara fam PPh
Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26 PPl Pasal 25/29, dan PBB. Di samping itu PDAM
Kabupaien Magetaii mudah unluk membenkan informasi dan data-data vang

diperlukan untuk memvusun laporan khususnva mengena perpajakan. Hal inilah
3 P b E 3

salah satu yang mendasart penulis memilih tlempat Prakick Kerja Nyata di PDAM

Kabupaten Magetan untuk menyusun laporan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Prakiek Kerja Nyaia

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nvata

i

Memenubi  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa
Program Studi Diploma I Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan Hmu Pohtik
Universitas Jember,

Memperoleh pengalaman praktis lentang pelaksanaan  admimistrasi Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
pada PDAM Kabupalen Magetan

1.2.2 Kegunaan Prakick Kerja Nyata

i

h.

Meningkatkan pengetahuan penulis mengenu penghitungan PPh Pasal 21
atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
Memberikan  sumbangan  yang  dapat  membantu  dalam - memecalikan
hambatan-hambatan vang berhubungan dengan penghitungan PPh Pasal 21
atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap,
Mengetahut penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh

pegawai tetap pada PDAM Kabupaten Magetan.
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1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PDAM Kabupaten Magetan

PDAM Magetan dikenal sejak tahun 1905, berdasarkan Peraturan Dacrah
Nomor 5 Tahun 1982 didirikan PDAM Magetan pada tahun 1982 tepatnya pada
tanggal 21 Juni 1982, dengan kegiatan memberi pelayanan wr bersth dengan
menggunakan dua sumur pompa yang mampu memberikan pelayanan dengan
kapasitas air 60 liter perdetik.

Pendirian PDAM Magetan didorong oleh penyediaan air bersih dan sehat
adalah kebutuhan vang sangat penting bagi masyarakat, termasuk masyarakat
Magetan. Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan kola
Magetan semakin mendorong Pemerintah Dacrah Tingkat I Magetan untuk
membangun Proyek Sarana Air Bersith dengan dana dari APBN vang dimulai
pada tahun anggaran 1981/1982.

Pada awal proyek ini berupa pembuatan dua sumur pompa yang dibangun
di jalan Jenderal Sudirman dengan kapasitas 60 liter perdetik untuk 250
sambungan rumah.Untuk pembangunan selanjutnya sampai dengan tahun 1984
dana diperoleh dari APBN, dan pembangunan mulai tahun 1985 dana sepakal dar
Bank Duma

Selesainya pembangunan tahap pertama Proyek Sarana Air Bersih pada
tahun 1983 terschut, Pemerintah Daerah Tingkat 11 Magetan memandang perlu
dibentuknya suatu badan yang mempunyai tugas mengelola proyek tersebut
schingga dapat dinikmati oleh masyarakat Magetan, meskipun hanya terbatas d
kawasan Kecamatan Magetan saja. Schingga dikeluarkan Surat Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/KPTS/CR/HI1982 tangeal 3 Mei 1982
dibentuklah Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Magetan Badan im
didirikan  bertujuan  untuk meningkatkan  Kesejahleraan  masyarakal  lewal
pelayanan atr bersih

Urusan penyediaan dan pelayanan air bersih sebenarnya merupakan urusan
Pemerintah Pusat, namun discrahkan kepada Pemenntah Daerah Tingkat T untuk

menjadi urusan rumah tangga sendin schagai perwujudan pelaksanaan otonomi
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yang nyata Berdasarkan peraturan tersebul dan sebagar upaya uniuk
meningkatkan derajat keschalan dan kesejahtersan masyarahai, maka Pemenintah
Daerah Tingkat [ Magetan merasa perlu meningkatkan status BPAM menjadi
PDAM Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Magetan Akhimya pada tanggal 15
Pebruari 1990 Bupati Kepala Daerah Tingkat [I Magetan secara resmi
mengeluarkan  Sural  Keputusan Nomor 821.24/001/416 18/1990  tentang
pengangkatan Wakil Dircktur Bidang Administrasi atau Keuangan dan Direktur
Teknk PDAM. Kemudian disusul dengan Surat  Keputusan  Nomor
821.22/096/416.18/1991 tentang pengangkatan Direktur  Uama PDAM
Kabupaten Magetan.

Hampir sama dengan tujuan BPAM, tuuan pendinian PDAM Magetan
adalah untuk memberikan pelayanan air bersih bag masyarakal secara adil,
merata dan terus-menerus yang memenuhi standar Kesehatan. Secara umum
disebutkan bahwa tujuan PDAM adalah ikut melaksanakan pembangunan daerah
pada khususnya serta pembangunan nasional pada umumnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi Kebutuban rakyat serta ketenangan
kerja dalam  perusahaan, menuju masyarakal adil dan makimur berdasarkan
Pancasila.

Dengan perjalanan sampai akhir tahun 2000 yang lalu PDAM Magetan
telah menunjukkan suaty perkembangan yang baik pada masa yang akan datang,
karena telah mampu menjangkau hampir separuh dari masyarakat di Magetan,
Yaitu telah mampu memberikan alirun ke berbagai desa atau kelurahan di sekitar
kota Magetan bahkan tercatat telah terpasang saluran PDAM sebesar 80 % dan
lokasi masyarakat yvang ada di Magetan. Schingga sekarang lidak terbatas pada
daerah perkotaan saja akan tetapi juga di berbagai desa pedalaman telah terpasang
saluran pipa bawah tanah

Himpunan peraturan sebagai landasan operasional PDAM  Kabupaten
Magetan adalah sebagm berikul
1. PERDA NO 4 Tahun 1982 Tentang Pendirian PDAM Kabupaten Magetan
2. PERDA No.10 Tahun 1986 Temtang Pokok-pokok Pendirian Kepegawaian

PDAM anhuputcn Magetan
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PERMENDAGRI No.l1 Tahun 1997 Tentang Pegawai PDAM Kabupaten
Magetan

PERMENDAGRI No7 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan PDAM
Kabupaten Magetan

KEPMENDAGR!  No33  Tahun 2000  Tentang  Pencabutan
PERMENDAGRINo. 1 Tahun 1997

KEPUTUSAN MENTERI No34 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Kepegawaian PDAM Kabupaten Magetan

INSTRUKSI MENDAGRI No.25 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
PERMENDAGRI No. 7 Tahun [998

KEPUTUSAN BUPATI No.55 Tahun 2001 Tentang "Tanf Air Minum PDAM
Kabupaten Magetan

KEPUTUSAN BUPATI No, 294 Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas PDAM Kabupaten Magetan

. PP No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP No.5 Tahun 1999 Tentang Pegawm Negeri Sipil yang menjadi anggota

Partai Politik

2.2 Badan Hukum PDAM Kabupaten Magetan

PDAM Kabupaten Magetan merupakan perusahaan daerah dan bukan

merupakan perusahaan swasta atau persero, karena pemilik kekuasaan tertinggi

adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1[I Magetan. Sehingga hasil yang

diperolehnya merupakan salah saw sumber ash dacrah Magetan

Dasar pendirian PDAM Kabupaten Magetan adalah Surat Kepulusan

Menteri Pekerjaan Umum No 24/KPTS/CR/JAI/1982 tanggal 3 Mei 1982, Oleh

karena itu pendirian PDAM Magetan telah mendapat persetujuan Pemerintah

pusat melalu Menteri Pekerjaan Umum, dan dibukukan dengan dileluarkan

Peraturan Daerah Magetan No. 4 Tahun 1982 tanggal 21 Mei 1982, maka secara
resmi PDAM dikelola oleh PDAM Kabupaten Magetan
Tujuan PDAM Kabupaten Magetan adalah sebagur benkut:
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4 Penyediaan dan  pelayanan  air minum  bagi  penduduk, meningkatkan
kesejahteraan penduduk, meninghaikan pendapatan duerah seita memperigas
lapangan kerja

b Melaksanakan pembangunan dacriah

2.3 Lokasi PDAM Kabupaten Magetan

Lokasi kantor pusat PDAM Kabupaten Magetan berada di sebelah Timur
Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Mudah ditemukan karena letaknya
berdekatan dengan fasilitas {ransportast umum yaitu Terminal Magetan,
Secara pasti lokasi dari PDAM Kabupaten Magetan di jalan Tripandita nomor 5
Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Kemudian
untuk kantor cabangnya atau unit pelayanan di tingkat kecamatan meliputi:
1. PDAM Magetan unit [ di Magetan

2. PDAM Magetan unit [T di Plaosan

3. PDAM Magetan unit 111 di Sukomoro
4 PDAM Magetan unit IV di Kawedanan
5. PDAM Magetan unil V di Panekan

6. PDAM Mageian unit VI di Parang

Untuk di kecamatan beckantor pusat di ibukola kecamatan masing-masing.
Sehingga apabila membutubkan pelayanan dan  kebutuhan lainnya dengan
perusahaan dapat berhubungan dengan kantor unit yang berada di kecamatan

tersebul.

2.4 Visi dan Misi PDAM Kabupatea Magetan
2.4.1 Visi PDAM Kabupaten Magetan

Terwujudnya perusahaan yang sehat, mandin dan terpercaya. Ditandai
antara lain

I Pelayanan yang prima dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat pelanggan

bd

Mampu memberikan kesejuhtersan bugi masyarakat dan karyawan
3 Mumpu  mendorong Pendapatan  Asl Daerah  untuk  kelangsungan

pembangunan dacrah

e o s U o e
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4. Perilaku masyarakat dan atau pelanggan yang proakiil’ untuk turut sera

memetlihara dan menjaga asset perusahaan
2.2.2 Misi PDAM Kabupaten Magetan -
Misi PDAM Kabupaten Magetan adalah:

i

P

L

. Meningkatkan pelayanan konsumen
Meningkatkan pendapatan perusahaan

Pengembangan usaha (diversivikasi)

2.5 Strukiur Organisasi dan Personalia/ Ketenagakerjaan

2.5.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan

kerjasama dan suatu kelompok individu dalam suatu organisasi scbagm usaha

untuk mencapai Wwjuan vang sudah ditetapkun. Sedangkan orgamsast dalam art

bagan atau struktur adalah gambaran secara skemats tentang hubungan kerjasama

orang-orang yang lerdapat dalam suaty badan untuk mencapar suatu tujuan
(Manulang, 1991 93)

Job diskription dan langgungjawab masing-masing bagian dan strukiur PDAM

Kabupaien Magetun adaluah sebagai benkut

1. Badan Pengawas, tugasnya:

a
b

0

Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan PDAM
Melakukan pengawasan atas jalannva PDAM

Menpgunakian kebijaksaman anggaran dan pengelolaan PDAM

2. Direktur Utama, tugasnya

a

b

c

o

Memimpin PDAM menurut wewenang berdasarkan Peraturan Daerah
Menetapkan rencana kerja PDAM vang disetuyu Badan Pengawas
Menyampaikan laporan dan pertanggungiawaban pengelolaan perusahaan
kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas

Bertanggunggawab  untuk  memenuhi  kewagiban  pembayaran  dana
pembangunan dacrah

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Direktur Bidang Umum dan Direktur
Bidang Tekmk
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. Birektur Bidang Umum dan Keoangan, lugasnya’
a. Mengkoordinasikan  kegatan  dibidang  adiniustiasi  kewangan,
kepegawaian, dan kesekretariatan
b. Mengkoordinasikan pengadaan peralatan dan pedengkapan
¢. Merencanakain dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, belanja
dan kekavaan perusahaan
4. Dircktur Bidang Tekmik, tugasnva:
a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan
teknik, produksi dan distribusi peralatan teknik
b. Mengkoordinasikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata air dan
sumber malta air tanah
¢ Mengkooedinasikan kegiatan pengujian peralatan tekmik dan bahan kimia
5. Bagian Keuangan, tugasnya:
a  Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan
b. Mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan
¢. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber  pendapatan  serta
pembelanjaan dan kekayaan perusahaan
6, Bagian Langganarn, fugasnya
g, Menerima tagihan rekening dan penagih
b Menyelorkan hasil tagihan ke Bank yang ditunjuk perusahaan

Melaksanakan pembavaran dan pencrimaan berdasarkan nota vang ada

= &

Membuat cek untuk semua pengeluaran perusahaan
Membuat cek untuk pengisian kembali kas kecil saat saldo minimal 10%

Membukukan semua penenimaan dan pengeluaran Kas

. D

Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas

-

Memimpin dan mengatur pembagian kerja untuk  pemegang jurnal,
pemegang buku besar dan pemegang buku pembantu biaya dan
pendapatan

I Menyusun rekonsiliast bank

i Menyusun penyajian laponm manajemen tentang operasionul
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Menyusun dan menvajikan umur pivtang yang telah disesuaikan dengan
rekening opname tiap lahun untuk memudahkan perhitungan piutang dan
mengetahui kondisi pivtang yang ada

Meneliti kebenaran bukti pembayaran untuk operasional perusahaan dan
mencocokan dengan angearan _!-‘:]Il;l.;‘. telah disusun

Menganalisa dan memben kesimpulan dan data keuangan dan menyusun
anggaran tahun berkutnya

Menvyusun konsep petunjuk operasional realiast anggaran keuangan
Melakukan penvaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air
berdasarkan meter

Menyelenggarakan  pemasaran, pelayanan  langganan  dan  mengurus
penagihan rekening pelanggan

Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air,pengendalian meter air
dan administrosi meter air

Member penerangan kepada masyarakal

Menerima dan memproses permohoman langganan

Memben pelayanan yang buik pada masyarakal dan memben penjelasan
bila ada pengaduan

Mengkoordinic  peluksamun pembacaan meter di umit-unit  ihukola
kecamatan

Memenksa hasil pembacaan meter kemudian memindahkan angka meter
dari daftar stand meter langganan ke rekapitulasi Daftar Stand Meter
Langganan (DSML)

Meneruskan daftar rekapitulasi DSML ke subbagian rekening untuk
dibuatkan rekening

Melaporkan yang rusak, tidak terbaca atau hal-hal lain vang berkaitan

dengan perbaikan meter

7. Bagian Umum, tugasnya.

a.

Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang sdministeas,

kepegawman dan kesekretanatan
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P

Menyelenggarakan kegiatan dibidang  kerumahtanggaan,  pendapatan
kantor dan perundang-undangan

Mengurus perbekalan material dan peralatan ieknik

Mengawasi dan  bertanggungjawab atas pengelikan surat dan
mengagenda surat

Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian

Mendistribusikan laporan mengjemen ke tiap bagian Badan Pengawas
dan instansi yang terkait _

Melakukan hubungan dengan pihak luar

Meneliti syarat-svarat admimistrasi pembelian

Melaksanakan  pembuatan  pesanan pembelian berdasarkan  daltar
permintaan barang

Menghubungi supplier untuk pesanan pembelian

Mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan yang diselenggarukan oleh
pelaksana administrasi gudang

Mengadakan koordinasi dengan subbagian pembelian untuk pengadaan
barang dan bahan kebutuban perusaluan

Menerima dan mengecek barang dan supplhier

Mengeluarkan barang berdasarkan bukti pengeluaran barang yang telah
disetu)ul

Melakukan stock opname barang pada waktu yang leralur

Membuat laporan bulanan mengenai keadaan barang

8 Bagian Distribusi dan Sumber Produksi, tugasnya:

d

Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantias air
Mengatur dan menvelenggarakan fungsi-fungsi mekanik, kualitas serta
laboratorium

Mengatur jadwal kegiatan dan operasi instansi pengolahan air dan
mengawast pelaksanaannyi

Mengawasi proses pengolahan air dan pelaksanaan pekerjaan

Memben laporan kepada subbugian pemeliharaan bila terpudi kerusakian

peralatan alau insialasi
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Mengawasi penggunaan dan pencampuran bahan-bahan kimia
Mengendatinkan kualitas dan huantitas produksi are

Mengadakan penvediaan bahan kimia

Melaksanakan analisa dan baktervlogi  sehingga mutu air dapal
dipertanggungjawabkan

Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi
Mengkoordinir dan melaksanakan pemasangan sambungan baru

Meneliti sambungaan pipa yang tidak resmi

m. Melaksanakan pengoperasian dan memeriksa jaringan pipa tranmisi agar

-

o

5

I

distribusi berjalan dengan baik

Melaksanakan pemutusan atay penyambungan  kembali - berdasarkan
perintah Direkiur Teknik

Mencari dan meneliti tempal kebocoran dan mencari penyebabnya
Memeriksa jalur tranmisi, distribusi dan sambungan dinas secam
periadik

Menguji dan memeriksa air yang akan dipasang pada sambungan
pelangean dan memperbaiki meter air yang rusak

Memasang segel pada semua meter air pelanggan baik yang sedang
dipasang maupun telah diadakan perbatkan

Melaksanakan perbaikai. pemeliharaan dan perawalan seluruh meter ail
| |

9. Bagian Perencanaan Teknik. tugasnya:

B

b.

.

=

-

Mengadakan persediaan air minum uniuk kepeduan distribusi
Merencanakan  pengadaan teknlik bangunan air  minum  serla
pengendalian kualitas dan kuantitas air

Mengadakan penvediaan  sarana  air minum  untuk  program
penyambungan dan pengawas pendistribusian

Mengkoordinir dan mengawasi pembuatan gambar untuk juru gambar
seperti gudang, jaringan pipa atau sambungan baru

Menentukan jumlah keperluan dan kualitas bahan yang diperlukan
Mengikuti perkembangan proyek. yang sedang dikerjakan, baik
dikerjakan sendiri atau diserahkan pada kontraktor
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10. Bagian Pengawas, tugasnya:
a  Mengkoordimr dan mengawasi semua kegatan konsriuksi pelaksanaan
proyek di lapangan
b, Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran vang dibuat Bagian
Perencanaan Teknik
¢.  Melaporkan bila tenadi penyimpangan dari rencana yang diletapkan
11. Bagian Teknik dan Perkengkelan, tugasnya:
Mengurus perbekalan matcrial dan perawaian teknik
b. Menguji, meneliti, dan menilal peralatan teknik
¢. Merencanakan pengadaan sarana &  minum  unuk | program
pembangunan dan mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian
d. Memeriksa, mengawasi dan mengalur pemeliharaan secarn berkala
terhadap semua unit kantor
e. Mengawasi dan mengkoordinir perbaikan  vyang perlu  segera
dilaksanakan
£ Memeriksa dan mengatur pemeriksaan serta mengkoordinir pelaksanaan
perbaikan dan perawatan insialasi air, mesin-mesin, meter air dan pompa
air
£ Melaksanakan perbaikan peralatan dan perlengkapan pipa distribusi dan
meler air
h. Melakukan pemelihaaan terhbadap semua peralalan perusahaan
12. Cabang, tugasnya
a, Menggunakan semua materi dan sumber data yang ada secara efcktif dan
efisien
b, Menyampaikan laporan periodic kepada Direksi PDAM  mengenai
pelaksanaan kegiatan operasional di umit ibukota wilayah pemasaran
Demikian uraian tugas dan tap bagian PDAM Kabupaten Magetan untuk
memberikan pelayanan yang optimal untuk menckan seminimal mungkin adanya

komplain dari pelanggan
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DAN

PERBENGKELAN

BAGIAN TEKNIk

BAGIAN
PERENCANAAN
TEKNIK

TEKNIK

DIREKTUR BIDANG

M

BER PRODIUKS]

BAG. DISTRI
BLSI DAN 5U

Sub Bagian Tekmk

Sub Bagian Perbengkelan

Sub Bagian Penclitian

Sub Bagian Perencanaan Pengem-
bangan dan Sambungan Baru

| Sub Bagian Transimsi dan
Dastribusi

Sub Bagian Sumber dan
K ualitas Air

DAERAHTK. I

BUPATI KEPALA

DIREKTUR UTAMA

BAGIAN
LMUM

Sub Bagian Adm dan Umum

Sub Bagian Kepegawatan

Sub Bagian Rumah Tangpa

Sub Bag Perpudang & Perbek Tek

j

CABANG

-{ Sub Bagian Rekening

BAGIAN
LANGGANAN

DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI PDAM KABUPATEN MAGETAN

BADAN

PENGAWAS

BAGIAN
KEUANGAN

Sub Bagian Meter Air

| Sub Bag_ Pelayanan & Pemnasaran

Sub Bagman Kas

Sub Bagian Penagihan

Sub Bagian Pembukuan

Sub Bagian Angparan

SATUAN

PENGAWAS
INTERN (SPI)

Pengawas Bid Teknik

Pengawas Bid Umum & Keuangan

Sumber data : PDAM Kabupaten Magetan
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2.5.2 Personalia/ Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan vang mendukung kegiatan operasi PDAM Kabupaicn

Magelan terdiri atas pegawai tetap, yang masing-masing terdini dar:

Tabel 1: Daftar Jumlah Pegawai

No | Bagian Jabatan Jumlah
1. | Direksi Direktur Ulama 1 orang
Direktur Bidang umum  dan | orang
Keuangan
Direktur Bidang Teknik 1 orang
2. | Bagian Umum Kepala Bagian | orang
Kepala Sub Bagian 4 orang
Staf 12 orang
3, | Bagian Keuangan Kepala Bagian 1 orang
Kepala Sub Bagian 4 orang
| Staf 6 orang
4. | Bagian Langganan Kepala Bagian 1 orang
Kepala Sub Bagian 1 orang
Stal 3 orang
Kepala Sub Scksi 2 orang
5. | Bagian Perencanaan | Kepala Bagian | orang
Teknik | Kepala Sub Bagian 2 orang
| Staf S orang
6. | Bagian Tranmisi dan | Kepala Bagian | orang
Distribusi Kepala Sub Bagian 2 orang
Staf I1 orang
7. | Bagian Teknik | Kepala Bagan 1 orang
Bengkel Kepala Sub Seks ] orang
Staf S orang
8. | Bagian Satuan | Kepala Sub Bagian 2 orang
Pengawas Intern | Staf : 2 orang
| (SPI)

9. | Bagian Unit | Kepala Unit | orang
Kepala Sub Seks 3 prang
Staf 20 orang
10 | Bagian Umit 1l Kepala Umt 1 orang
Kepala Sub Secksi 3 orang
Staf 12 orang

11 | Bagman Umt 111 Kepala Unit -
| Kepala Sub Seksi 3 orang
Staf 11 orang
12. | Bagian Unit IV Kepala Unit | orang
Kepala Sub Seksi 2 orang
. Stal |1 orang
13, | Bagian Unit V. | Kepala Unit - | orang
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| Kepala Sub Seksi 3 orang

Stafl 1) orang

4. | Bagian Unit VI Kepala Unit [ 1 orang

Kepala Sub Scksi | 3 omng

Stal 9 orang

15. | Bagjan Taman Ria Kppala Sub Seksi 2 grapg
Manungeal | Staf 2orang |

Sumber Data: PDAM Kabupaten Mageton
Untuk pengaiuran gaji ditetapkan berdasarkan pada kedudukan atau jabatan dan
golongan karyawan masing-masing. Adapun golongan pegawai pada PDAM
Kabupaten Magetan adalah:
I. Golongan C, dengan masa kerja 10 sampai dengan 15 lahun dan {jasah terakhi
Perguryan Tinggi, antara fain
e (4 = Stafl
® (3 = Staf
e (2 - SlalMudal
« (1 = Staf Muda
2. Golongan B.dengan masa kerja 6 sampai dengan 10 tahun dan ijasah terakhir
SMA atau SMP.antara lain
e B4 - Pelaksanal

» B3 = Pelaksana
« B2 = Pelaksana Muda [
e Bl = Pelaksana Muda

3, Golongan A, dengan masa kerja O sampai dengan 6 tahun dan ijasah terakhir
SMP atau SD, antara lain:
e A4 = Pepawa Dasar |
e A3 = Pegawai Dasar
e A2 = Pegawai Dasar Muda |
o Al = Pegawai Dasar Muda

e
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2.6 Keglatan Produksi
2.6.1 Bahan Yang Diperlukan

Dalam menjalankan kegiatannya PDAM Kabupaten Magetan tidak
menghasilkan produk vang berbeniuk barang, akan letapi produk jasa penyaluran
air vang berasal dari sumber air bawah tanah. Sehingga barang vang dihasilkan itu
adalali produk yang berasal dani alam, kemudian PDAM Kabupaicn Magetan
hanya memberikan saluran kepada masyarakal yang membutuhkan keberadaan
sarana air minum dalam rumah tangganva.

Oleh karena itu bahan baku vang sebenarnya PDAM Kabupaten Magetan
tidak menggunakan, akan tetapi PDAM Kabupaten Magetan merupakan penyalur
atau distributor. Karena air yang disalurkan ke berbagar rumah langga atau
pelanggan merupakan air yang berasal dan alam dan dipompa secara langsung,
kemudian disalurkan atau dialirkan ke berbagai pelanggan yang membutuhkan

keberadaan air minum lersebut

2.6.2 Sumber Air PDAM Kabupaten Mageian
Untuk mendapaikan air, PDAM  Kabupaten Magetan memanfaatkan

beberapa jenis mala air vang berada di sekitar kota Magetan, Untuk PDAM
Magetan cabang air diperoleh dari mata air di sekitar wilayah dimana PDAM
cabang berada dan memasarkan produksinya.
Suinber-suinber air yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Magetan adalah:
a. Mata air

Pemanfaatan sumber air jenis mata air yang digunakan PDAM Kabupaten

Magetan antara lain.

Tabel 2: Daftar sumber mata air

No 'r Nama Sumber Lokasi | Kapasitas
1. | Sumber Jabung Ds Jabung kec Panekan 10.97 Iv/dt |
| 2. | Sumber Nganten | Ds Sukowidi kec Panekan 13,05 ludt
3. Sumber Dodol Ds Sumber Dodol kee Panckan | 36,75 It/idt |
4. | Sumber Sawit Ds Sumber Sawit kee Panekan | 97,30 1t/dt
5. | Sumber Gangging Ds Sidomulyo kec Plaosan 143,38 IVdt
6. | Sumber Banjaran Ds Getasanyar kec Plaosan 6,72 1/dt
7. Sumber Mudal Ds Pacalan kec Plaosan 41,08 H/dt

L
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E Sumber Ngunut s Dadi kee Plaosan 33,55 It/di

9. | Sumber Cemorosclo | Kel Sarangan kee Plaosan 6.64 U/d

‘ 10. | Sumber Kel Sarangan kec Plaosan 21,93 Iudt
Gondangangede |

| 11. | Sumber Trojiwo s Girilangit kec Poncol | 16,20 IWdt

Sumber Data: PDAM Kabupaten Magetan
b. Sumur Dalam
Sumur dalam yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Magetan antara lain:

Tabel 3: Daflar sumber sumur dalam

' No Nama Sumur | Lokasi Kapasitas
I bumur [inap | Ds l'ambakmas kec Sukomoro 20 lvdt
2. | Sumur Tambakmas ' Ds Tambakmas kec Sukomoro 14 [vdt
3. | Sumur Seloreio s Selorejo kec Kawedanan 20 Wi
4, | Sumur Belotan 135 Belotan kec Bendo ~ Sitfdt
5. | Sumur Lembeyan | Ds Lembeyan kee Lembeyan L Slydt

Sumber Data: PDAM Kabupaten Magetun

2.7 Klasifikasi Pelanzgan
Tiap-tiap pelangean PDAM Kabupaten Magetan mempunyai latar
belakang status sosial dan jenis usaha yang berbeda-beda. Karena beberapa
perbedaan terscbut maka setiap pelanggan dikenakan tarip yang berbeda-beda
pula. Setiap pelanggan diklasifikasikan menurut sifat usaha, jenis usaha dan
lainnya untuk menentukan tarip.
Klasifikasi atau golongan pelanpgan ditetapkan sebagai berikut:
1. Golongan |
a. Sosial Umum
Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinva memberikan pelayanan
kepentingan umum, khususnya bagi masyarakal berpenghasilan rendah,
antara lain:
o  Hidran umum atau Kran amum
s  Terminal air
o  Kamar mandi aiau WC umum yang tidak dikomersialkan
b. Sosial Khusus
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Golongan pelanggan yang kegiatan sctiap harinya melayani kepentimgan
umum dan masyarakat serta meﬁ’dapul sumber dana sebagian dan
kegialannya, antara lain:
* Tempat ibadah
* Puanti asuhan atau pondok pesantren
e Sekolah TK sampai dengan SD
2.Golongan [1
a. Rumah Tangga™ A"’
Golongan pelanggan yang kegiatan sctiap hannya memberikan pelayanan
Kepentingan rumah tangga, antara lain:
+ Rumah khusus untuk tempat tinggal
e Rumah dinas atau mess milik pemerintah
b. Rumah Tangga "B’
Golongan pelanggan vang kegiatan setiap harinya membenikan pelayanan
kepentingan rumah tungga yang sclain untuk dapat tinggal juga untuk
mendapatkan keuntungan, antara lain:
e  Warung kecil, mracang
« Penjahit
e Tempat kost yang memiliki 4 s/d 10 kamar
e  Wartel vang memiliki 1| KPU
e Tempal-tempal khusus (pendidikan informal )
¢. Instansi Pemeriniah

s Kantor atau instansi atau lembaga pemenimtah

Kolam renang milik pemerinlah

e Asrama milik pemenntah atau TNI atau Polri

LF

¢ Puskesinas

¢ Rumah sakit pemenntah

e« SLTP s/d tingkal Perguruan Tinggi
* Lembaga swasta nonprofit
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3. Golongan 1H

a. Niaga Kecil

Golongan pelanggan vang kegiatan schari-harinya berhubungan dengan

suatu usagha vang dapal mendapatkan keuntungan dalam klasifikasi kecil,

antara lain:

Toko atau depol

Biro jusu

Salon kecantikan

Praktck dokier swasta

Kiinik atau rumah sakii swasia tpe C/D

Usaha servis atau bengkel kendaraan, elektronik dan lain-lain
Apotik

Tempat kost lebih dari 10 kamar

Wartel lebih dari | KBU

MCK vang dikomersilkan

Rumah senam atau fitness

Hotel atau losmen yang memiliki kurang dari 13 kamar
Percetakan atau sablon

Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Usaha-usaha kecil lainnya

b. Niaga Besar

Golongan pelanggan yang kegiatan schari-harinya berhubungan dengan

suatu usaha yang dapal mendatangkan keuntungan dalam Klasifikasi, antara

lain:

L

Hotel vang memuliki 15 kamar
Rumah makan atau restoran
Tempatl wisata atau lburan
Bank atau BUMN atau BUMD
Kolam renang swasla

Rumah sakit swasta tipe A/B
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e

e Kantor Badan Usaha atau pdrusahaan besar milik swasta
e SPBU (pompa bensin) v
e Peternak besar
¢ [Usaha-usaha besar lainnya
4. Golongan 1V
Industri kecil
Golongan pelanggan yang kegiatan schari-harinya mengubah suatu harang
vang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan, antara lain:
o Industri rumah tangga (home industri)
¢ Pengrajin dan atau penggergajian kayu
e Penggilingan padi
s Peternak kecil
¢ Pengecoran logam
e Pabrik es, pabrik kerupuk, pabrik tempe atau tahu
o Industri keeil lainnya
5. Golongan V
Khusus
» Pelayanan air bersih dari PDAM kepada masyarakat atau pelanggan
dengan menggunakan fasilitas alat angkut truk tangki milik PDAM
Dari klasifikasi di atas kemudian ditentukan tarip bagi musing-masing
pelanggan, Berdasarkan Sural Keputusan Bupali Kabupaten Magetan Nomor 55
Tahun 2001 tanggal 7 Agustus 2001 tentang Penetapan Tarip Air Minum PDAM
Kabupaten Magetan, maka klasifikasi air minum PDAM Kabupaten Magetan

seperti yang tercantum dalam tabel 4 berikut ini:
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Tabel 4: Dafiar klasifikasi tarip air minum PDAM Kabupaten Magetan
TINGKATAN | TARIP | PEMAKAIAN
JENIS | KUYDE | PEMAKAIAN | AIR MINIMUM

PELANGGAN i'r.mlrl PROGRESIF | PER | PER BULAN
| |
DALAM M? M? DALAM M°
R ! 2 3 4 5
. il
| L SOSIAL
4. Sosial Umum 1A 0-10 300 10
11-20 325 |
=20 400 |
b. Sosial Khusus IB | (-10 350 10
- | 11-20 400
. | >20 650 | |
|11 NON NIAGA | }
a. Rumah Tangga A | 2A 0-10 - 400 10 !
11-20 | 650 |
I =20 | 775 |
| b Rumah Tangga B | 2B 0-10 400 10
| 11-20 650
' =20 900
c. Instans1 | 2C 0-10 650
Pemerintah I 11-20 775
i >20 1000 10
[11. NIAGA |
a. Niaga Kecil | 3A 0-10 800 10
11-20 1000
>20 1400
b, Niaga Besar 3B 0-10 1400 10
| ’ 11-20 1600
|~ 320 2000
IV. INDUSTRI |
Industri Kecil 4A 0-10 1100 | 10
11-20 1250 |
_ >20 1750 |
| V. KHUSUS 5 | perdm3 50000 | ,
=t SETL e 8 S = il e

Sumber Data: PDAM Kubupﬂ.ren Magetan

2.8 Kegiatan Pemasaran
Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi PDAM Kabupaten Magetan

menggunakan saluran distribusi lapgsung ke konsumen akhir.
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2.8.1 Sistem Pendistribusian
Pendistribusian atau penyaluran air dari sumbernya menggunakan

beberapa macam pipa, antara lain:

a. Pipa Transmisi, vaitu pipa yang menghubungkan bangunan satu ke bangunan
lainnya. -

b. Pipa Distribusi, vaitu pipa yang digunakan untuk pengambilan langsung ke
distribusi.

¢. Pipa Dinas, vaitu pipa vang digunakan untuk pengambilan dari pipa distribusi

ke sambungan rumah.

2.8.2 Daerah Pemasaran _
Daerah pemasaran PDAM Kabupaten Magetan meliputi daerah dimana
berdiri PDAM cabang. Daerah fersebut meliputi:
a. Kecamatan Magetan
b. Kecamatan Plaosan
¢. Kecamatan Sukomoro
d. Kecamatan Kawedanan
e. Kecamatan Panckan

I, Kecamatan Parang

2.9 Penyambungan Baru dan Penutupan Saluran Air Minum
2.9.1 Penyambungan Baru

Proses penvambungan baru ini diawali dari pemahaman konsumen,
dimana konsumen akan teraftar sebapgai pelanggan atau pemakai jasa PDAM
Kabupaten Magetan. Sebelum diproses lebih lanjut oleh scksi-seksi yang
berkaitan permohonan tersebut akan diajukan kepada Direktur. Setelah Direktur
memberikan persetujuan barulah permohonan itu diproses lebih lanjut, Adapun
seksi-seksi tersebut meliputi seksi perencanaan teknik, seksi langgdifam, seksi

rekening, scksi distribusi dan sekst penyambungan.
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Biaya penyambungan ait minum pada PDAM Kabupaten Magetan

ditentukan berdasarkan fapping pipa diriribusi vang digunakan, Adapun biaya

penyambungan baru telah ditentukan oleh PDAM Kabupaten Magetan yaitu:

Tabel 5: Daftar biaya penyambungan baru

|
Im

1.

1l

Lad

RN

'No | Jenis tapping pipa distribusi

Pipa distribusi
Pipa distribus
Pipa distribusi
Pipa distribusi
Pipa distribusi
Pipa distribusi
Pipa distribusi
Pipa distribusi
Pipa distribusi

.| Pipa distribusi

047 Gl
(B3 Gl
02" Gl

@1 14" Gl
1 %Gl
@1 %4 PVC
@1 Gl
@1 PVC
Q% Gl
0% PVC

Sumber Data: PDAM Kahup};re}?_Magemn

Biaya

[ Rp.418300-

Rp 410.775-
Rp. 405.000.-
Rp. 401.975.-
Rp. 421.990.-
Rp. 402.870,-
Rp. 411.400.-
Rp. 401 770 -
Rp. 404 820 -
Rp. 400.670,-

Selain biaya tersebut di atas, kepada setiap calon pelanggan dikenakan biaya

lainnya

yaitu;

a. Biaya pendafiaran dan perencanaan sambungan baru

b, Biava crossing (pemotongan) apabila pipa dinas melewati atau memotong

jalan aspal

¢. Apabila di lokasi tempat tinggal calon pelanggan belum ada jaringan pipa

distribusi, calon pelanpgan dikenakan DBiaya Swadaya yang besarnya

ditetapkan menurut kesepakatan antara calon pelanggan dengan pihak PDAM

Kabupaten Magetan.

2.9.2 Penutupan Saluran Air Minum

Konsumen yang telah menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Magetan

adalah konsumen yang siap untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban,

salah satunya adalah membayar tagihan rekening air setiap bulannya, Batas waktu

pembayaran rekening air setiap bulan mulai tanggal 5 sampai 20 dan apabila
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tanggal 20 bertepatan dengan hari libur,batas akhir pembayaran adalah satu han

kerja berikutnya. Bagi pelanggan vang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan

dikenakan sangsi penutupan saluran air minum atau pemutusan sambungan dan

Jjuga dikenakan denda sesual jenis pelanggarannya.

1. Jenis Pelanggaran:

d.

e 0

Pemakaian pompa yang digunakan untuk menyedot air langsung dari pipa
PDAM

Memutus segel atay membalik atau mempengaruhi atau memindah,
melepas meter air

Mengambil! air sebelum meter air

Menjual atau menghubungkan pipa ke tempat atau persil lain

Merusak atau menghilangkan meter air

Pemasangan sambungan air minum di luar ketentuan dan atau lanpa yin
dari perusahaan

Memasang pipa alau sclang untuk mengalirkan air minum dari kran
umum sty tempat ibadah ke dalam rumah atau persil tanah penduduk

selain unluk kepentingan sosial

. Merusak  pipa distribosi dan tansmisi  oleh pelanggan muaupun

nonpelanggan PDAM
Menggunakan atau memanfaatan air dari perilaku pelanggaran iersebut di

atas

2. Sangsi Pelanggaran

.

Tiap pelanggaran langsung dikenakan penutupan saluaran air minum
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Untuk penvambungan kembali dikenakan baiya atan denda

Untuk point 1 h selain dikenai ketentuan denda admimstrast juga dapat

dikenakan sangst mdana

3. Denda
a. Menggunakan pompa untuk menyedot air langsung dari pipa PDAM
dikenakan denda sebesar

« Golongan pelanggan | dan 11 Rp. 200.000,00
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= Golongan pelanggan 11T dan TV Rp, 250.000,00
b. Memutus segel atau membalik memutus segel atau membalik atau

mempengaruhi atau memindah, melepas meter air dikenakan denda sebesar:

e Golongan pelanggan [ dan Il Rp. 100.000,00

* Golongan pelanggan H1 dan IV Rp. 200.000,00
¢. Mengambil air sebelum meter air dikenakan denda schesar:

* (Golongan pelanggan [ darl1 Il Rp. 250.000,00

e Golongan pelanggan I11 dan IV Rp. 500.000,00

d. Menjual atau menghubungkan pipa ke tempat atau ke persil lain dikenakan
denda sebesar; '
¢ Golongan pelanggan T dan TI Rp. 100.000,00
« Golongan pelanggan II dan IV Rp. 150.000,00
e. Merusak atau menghilangkan meter air dikenakan denda sebesar:
e [Harga meter air dan alat lain sesuai harga standart PDAM
f. Pemasangan sambungan air minum di luar ketentuan dan atau tanpa ijin dan
perusahan dikenakan denda sebesar:
¢ Golongan pelanggan 1 dan Il Rp. 500.000,00
e  Golongan pelanggan Il dan TV Rp. 500.000,00
¢ Memasang pipa atau selang untuk mengalirkan air minum dari kran umum
atau tempal ibadah ke dalam rumah atau persil tanah penduduk selam untuk
ig?:penti ngan social dikenakan denda scbesar:
s (Golongan pelanggan 1 dan 11 Rp. 100.000,00
e Golongan pelanggan II1 dan IV Rp. 100.000,00
hMerusak pipa distribusi  afau  transmisi  oleh  pelanggan  maupun
nonpelanggan PDAM dikenakan denda sebesar:

e sampai dengan pipa 2’ Rp. 500.000,00

e pipa2’sid4” Rp. 1.000.000,00
e pipad’side” Rp. 2.000.000,00
* pipa diatas 677 Rp. 3.000.000,00
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i.Menggunakan atau memanfaatkan air dari penilaku pelanggaran tersebut
selain dikenakan denda atas pelanggaran, juga dikenakan denda atas
pemantaatan air sebesar
e Secharga pemakaian air 20 m® x 1 (satu) tahun = 240 m’air, sesuai
klasifikasi golongan pelanggan
Penutupan saluran air minum pada PDAM Kabupaten Magetan dibedakan
menjadi 2(dua):
1. Tutup Sementara
e Tutup sementara tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila
pembayaran tunggakan rekening air minum maupun nonair terlambat
sampal 2(dua) bulan
* Tutup sementara imi berlaku sampai 60(ecnam puluh) han
* Tutup sementara atas permintaan sendim berlaku sampai dengan 3(tiga)
bulan dan permintaan pelanggan dan dapat diperbann setip 3 bulan
a. Biaya ijin pembukaan kembali atas permintaan sendin adalah:
« Golongan pelanggan | dan [l Rp. 15.000,00
* Golongan pelanggan ITI dan TV Rp. 25.000,00
b.Biaya ijin pembukaan kembali atas penutupan sementara tidak atas permintaan
sendini adalah:
* Ciolongan pelanggan | dan 1l Rp. 25.000,00
o Golongan pelanggan [11 dan IV Rp. 50.000,00
Untuk pembukaan saluran yang ditutup tersebut dilaksanakan apabila:
a) Melunasi tunggakan air atau nonair
b) Melunasi denda keterlambatan rekening air dan atau nonair
¢) Khusus untuk yang merusak atau menghilangkan meter ar,
membayar biaya penggantian meter air dan peralatannya senila
harga standart di PDAM
2 Tutup Total atau Bongkar
Tutup total dilakukan apabila jangka tutup sementarn telah habis. Pada

penutupan tutup total ini saluran air minum atau meter air pelanggan
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dibongkar. Uniuk pemasangan kembali saluran air minum seielah diadakan
penulupan total atau bongkar dikenal ketentuan sebagal bernikut;
a. Melunasi tunggakan air dan aiau nonair
b. Melunasi denda keterlambatan lunggakan air alau nonair
c. Membavar biaya ijin pembukaan kemball sebesar:
e Golongan pelanggan I dan II Rp 250.000,00
¢ Golongan pelanggan 111 dan [V Rp. 300.000,00
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3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja N jf:lta

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari hasil
yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan Prakiek di PDAM Kabupaten
Magetan. Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan cara bekerja langsung dan
membantu kegiatan kantor sebagaimana dilakukan oleh karyawan atau pegawai di
kantor tersebut,

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal |
April sampai dengan tanggal 30 April 2004, sehingga sedikit banyak telah
memperoleh gambaran secara nyata dan tambahan pengalaman mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak
Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21).

Praktek Kerja Nyata vang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan tersebut
merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Diploma III
Perpajakan Fakultas Tlmu Sosial dan Timu Politik Universitas Jember, Adapun
tahap-tahap Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan
Tahap awal pelaksanaan magang, mahasiswa harus mengikuti pembekalan
menyangkul materi tentang etika yang harus diikuti dari instansi dan prosedur
permohonan magang.

2. Penentuan Lokasi Magang
Mahasiswa vang memenuhi persyaratan magang yaitu telah mencapai 90 SKS
diberikan kesempatan menentukan sendiri [okasi magang, antara lain BUMD,
BUMS dan Koperasi,

3. Permohonan magang
Setelah menentukan lokasi magang, maka peserta PKN menyampaikan surat
permohonan magang ke lokasi vang telah ditentukan yang nantinya disertai
dengan surat tugas.

4. Pelaksanaan Magang
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Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun langsung
mambantu kegiatan yang ada di PDAM Kabupaten Magetan, teruiama membantu
bagian Keuangan vang kegiatan utamanyd dalam bidang keuangan perusahaan.
Waktu pelaksanaan magang disesuaikan dengan waktu jam kerja yang telah
ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Magetan yaitu;

a. Hari Senin s/d Kamis pukul 0730 - 12.00 BBWI
b. Hari Jumat pukul 07.30 — 1030 BEWI
¢. Han Sabtu pukul 07.30 — 12.00 BBWI

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan metode:
| .Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kera

Nyata adalah sebagai berikut:

‘ Waktu | Keterangan

‘ Minggul | Pelaksana PKN ditenma dengan baik oleh Direktur Utama
' Perusahaan yaitu Drs.M Arief Robingan, selanjutnya beliau
| memberikan pengarahan secara umum tentang peraturan |
kerja dan lingkungan kerja yang harus ditaati oleh peserta |
PKN. Kemudian pelaksana PKN diserahkan pada bagian

| Keuangan, di sini diberi pengarahan dan gambaran umum

perusahaan berdasarkan struktur yang ada.

Minggu [l | Membantu memasukkan laporan rugi laba dan neraca ke
komputer serta melihat aktifitas yang dilakukan perusahaan

sehari-harinya. |

Minggu 111 | Melakukan pengumpulan data berdasarkan informasi yang
! didapat mengenai PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap
| Minggu IV | Melengkapi data-data ;rang telah ada dan menanyakan hal-

hal yang kurang dimengerti dari data-data sebelumnya serta

'J berpamitan dengan pegawai PDAM Kabupaten Magetan.
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PDAM Kabupaten Magetan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang

diterima oleh pegawai tetap sebanyak 170 orang dan telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang beriaku

3.1.1 Dasar Hukum Pemoiongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 atas

Laa

Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
tahun 2000 vang menyebutkan bahwa: “Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di
Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 temtang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Setoran Pajak adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menieri Keuangan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Sural Pemberitahuan adalah surat
vang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembavaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta
dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 486/KMK.03/2003
teritang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan
Pekerja dan Pekenjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 tentang
Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja

dari Pekerjaan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

3.1.2 Pengertian Pajak

13

Tk

-]

Beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh para ahli pajak, antara lain:
Menurut Leroy Beaulicu
“Pajak adalah kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang
pelaksanaannya dapal dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap
masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara”. (Rimsky
K.Judisseno, 1999:13)
Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak
berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964:
“Pajak adalah iuran wajib, berupa vang atau barang, vang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa  kelektif dalam mencapal  kescjahteraan
umum’{ Munawir, 1999:2)
Menurut Rochmat Soemitro
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapal dipaksakan) dengan tiada mendapal jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum”. (Mardiasmo,2002:1)

. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berdasarkan perbedaan pendapat para ahli pajak dapat

dikelompokkan (Mardiasmo 2002:1) antara lain:

Fungsi budgetair
Yang dimaksud dengan fungsi budgetair adalah pajak sebagai alat untuk
memasukkan uang ke dalam kas negara, untuk digunakan scbagal dana

pembiayaan pengeluaran negara;

2. Fungsi reguler

Yang dimaksud dengan fungsi reguler’mengatur adalah pajak digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang kevangan.
Pengeluaran ini biasanya ditujukan unluk mengatur sektor swasta, yaitu

bidang sosial dan ekonomi.
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Dalam fungsi budgetnya pajak diharapkan menghasilkan penerimaan vang
pantas (ude quace) dan stabil secara kontinyu. Sebagai instumen pengatur, pajak
dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ckonomi
masyarakat, misalnya untuk menuju pertumbubian ekonomi, redistribusi,
pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Maka dan flu, pengenaan pajak harus diatur
senctral-netralnva dan tidak boleh diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain
yang menvimpang dari padanya.

b. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo 2002:5)
1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung, vaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain,
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhimya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subyektif, vaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak,
b. Pajak Obyektf, yaitu pajak yang berpangkal pada obycknya, tanpa
memperhatikan keadaan din Wapb Pajak
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusal, vailu pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara,
b. Pajak Daerah, vaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah
¢. Sistim Pemungutan Pajak (Mardiasmo,2002:7)
|, Offistal Assessment System
Adalah suatu sistim pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemenntah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak
2. Nelf Assessment System
Adalah suatu sistim pemungutan pajak vang memberi wewenang kepada

Wayib Pajak untuk menentukan sendin besarnya pajak vang terutang
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3. With Holding System

Adalah suatu sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak vang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.1.3 Pengertian Penghasilan dan Sumber Penghasilan

1} Pengertian Penghasilan

2)

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak. baik yang berasal dari Indonesia maupun dan luar
Indonesia. vang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun;

(pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan)

Sumber-sumber Penghasilan

Dilihat dari mengalimya tambahan kemampuan ckonomis kepada Wajib

Pajak, penghasilan dapai dikelompokkan menjadi:

e,

d.

Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
oajl honorarium, penghasilan dari praktek dokier, notaris, akiuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya,

Penghasilan dari usaha dan kegiatan seperti toko dan pabrik;

Penghasilan dari modal, vang berupa harta perak ataupun tidak gerak seperti
bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak
dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;

Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

(penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Peghasilan)

3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 /26

Pajak Penghasilan Pasal 21/ 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

-~
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bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataﬁ'jahatan, jasa, dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 / 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985
tenlang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 lahun 2000. Bila yang menerima penghasilan:
a. obyek pajak dalam negen

maka pemotongan pajak disebut Pajak Penghasilan Pasal 21
b. obyek pajak luar negeri |

maka pemoltongan pajak disebut Pajak Penghasilan Pasal 26

Sebelum penulis melanjutkan pada sistim penghitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 sesuai dengan judul laporan yang dipilih, terlebih dahulu penulis akan

membernkan penjelasan tentang bagian-bagian dan pajak, antara lain:

a. Wajib Pajak PPh Pasal 21
Penerima penghasilan vang dipotong PPh Pasal 21 ( pasal 1 Nomor KEP-

S45/P12000) adalah
1. Pejabut Negara, adalah:

a. Presiden dan Wakil Presiden
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR atau MPR, DPRD propinsi, dan
DPRD Kabupaten atau Kota
Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung

o

Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Keuangan
Menteri, Menteri Negara, dan Menten Muda

w e

Jaksa Agung

=

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
j.  Walikota dan Wakil Walikota

2. Pegawai Negen Sipil adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang
ditetapkan dengan Peraluran Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomaor 8 Tahun 1974
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Pegawai adalah setiap orang pribadi, yanglmelakukan pekerjaan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemben kerja yang
menerima atau memperoleh paji dalam jumlah tertentu sccara berkala,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggola dewan pengawas vang secara
teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan

Tenaga Tepas adalah orang pribadi vang bekerja pada pemberi kerja yang
hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau
memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk
orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau
Tunjangan Hari Tua

Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh
imbalan schubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya
Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah

harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan

yang menerima atau memperoleh penghasilan schubungan dengan pekerjaan, jasa,

dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

b. Obyek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 (pasal 5 Nomor

KEP-545/PJ/2000) adalah:

Penghasilan vang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji. uang
pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
komisans atau anggola dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur,uang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak,
tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan

transpot, tunjangan pajak,tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak
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, bea siswa, premi asuransi vang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan

teratur lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun;

e

. Penghasilan vang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari rava, tunjangan

tahun baru, bonus premi lahunan, dan penghasilan sejemis lainnya yang
sifatnya tidak tetap;

3. Upah harian, upah mingguan, upah satoan, dan upah borongan;

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan [lari Tua

(THT). dan pembayaran lain sejenis,

5. Honorarium, uvang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan vang dilakukan Wajib Pajak

dalam negeri, terdiri atas:

d.

onoe o

o

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas: pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,penilai, dan aktuaris

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
sutradara,crew film, foto model, peragawan atau peragawali, pemain
drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatil, penceramah, dan moderator

Pengarang, peneliti, dan penerjemah

Pemberi jasa dalam bidang teknmk komputer dan sistim aplikasinya,

telekomunikasi, elektrontka, fotografi, dan pemasaran

c. Penghasilan vang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 (pasal 7

Momor KEP-545/PJ/2000) adalah:

I. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
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Turan pensiun vang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendinannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan
penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diberikan chl-] Pemerintah

Kenikmatan berupa pajak vang ditanggung oleh pembert kerja

Zakat yang diterima oleh orang pribadi vang berhak dan badan atau lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

d. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

(pasal 4 Nomor KEP-545/P1/2000) adalah:

b

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain
di luar jabatannva atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;

Pejabal perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23
Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan

atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e. Tarif

Untuk jenis penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap vang bersifat final dan

telah diatur dalam pasal 17 tenltang Undang-undang Nomor 17 tahun 2000,

besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 6: Penetapan Tarif

Lapisan Penghasilan Bruto | Tarif Pajak
= Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 ' 5%
- Di atas Rp. 2500000000 sd Rp.
50.000.000,00 10%
= Di atas Rp 5000000000 s/d Rp
| 100.000.000.00 ; 15%
| = Di ams Rp. 100.000.000,00 sd Rp.
| 200.000.000,00 25%
| = Diatas Rp. 200.000.000,00 35% |

l ._

Sumber Data: ( fnd.cmgfum!mg_ Perpajakan, 2000

Dalam rangka upaya mem pcrhﬁi ki dan memngkatkan kesejahteraan
masyarakat khususnya kelompok pekerja vang berada pada lapisan bawah, perlu
menetapkan kebijagan guna meringankan beban Pajak Penghasilan melalui
kebijagan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana diatur
dalam paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 Tentang
Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari
pekerjaan.

Yang dimaksud dengan Pekerja yvang mendapat perlakuan Pajak
Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawail tidak tetap pada
satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya
dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp.
2.000,000,00 (dua juta rupiah) sebulan. (pasal 1 PP RI Nomor 47 Tahun 2003).

Sedangkan yang dimaksud Pajak Penghasilan vang ditanggung oleh
Pemerintah adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan
lainnya dari pekerjaan vang diterima pekerja sampai dengan Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah), ditanggung oleh pemerintah. (pasal 2 Peraturan Pemerintah RI
Nomor 47 Tahun 2003) .

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Untuk menghitung besarnva Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan
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Tidak Kena Pajak. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 7 ayat
(1), Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar.

l,

B

Rp. 2.880,000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk
diri Wajib Pajak;

Rp. 1.440.000,00 (satu juta cmpat ratus empat puluh ribu rupiah), tarnbahan
untuk Wajib Pajak kawin,

Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh nbu rupiah), tambahan
untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat paling banvak 3 (tiga) orang.

3.1.5 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21726

a. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21/26

Setiap penerima penghasilan (kecuali pegawai tetap dan penerima pensiun)
vang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 pada saat pembayaran harus
diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal26 final atau PPh Pasal 26
tergantung dari jenis penghasilan. Bukti-bukti ini sangat berguna untuk

pengisian Sural Pemberitahun (SPT) Tahunan.

b. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP) dengan nomor kode jenis pajak 0111 dan nomor kode jenis setoran 100
(untuk pembayaran masa). Contoh agar lebih jelas dalam mengisikan lembar
SSP ada pada bagian lampiran. Berikut ini akan dijelaskan mengenai SSP,

antara lain:

|. Pengertian

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terulang ke kas

Nepara atau tempat pembayvaran lain yang ditetapkan oleh Menteni Keuangan

2. Fungsi SSP

a. Sebagai sarana untuk membayar pajak

b.Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak
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3. Petunjuk Pengisian SSP
Petunjuk Umum
Satu perangkat SSP terdiri dari 5 (lima) rangkap, yaitu:
- Lembar | untuk arsip Wajib Pajak
- Lembar 2 untuk KPP melalw KPPN
- Lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- Lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak pemungut atau pihak lain
Cara Pengisian SSP:
- KPP, diisi sesuai dengan KPP dimana Wajib Pajak terdafiar
- Mengisi NPWP scsuai kartu NPWP
- Mengisi nama dan alamat Wajib Pajak sesuai kartu NPWP
- Mengisi salah satu jenis pajak vang akan dibayar pada kolom uraian
beserta kode jenis pajak dan kode jemis setoran
- Mengisi salah satu nomor Kketetapan apabila Wajib pajak dikenai
STP/SKP/SKPKET
4. Tempat Pembayaran dan Penyetoran
a. Bank-bank vang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran (Bank
Persepsi)
b. Kantor Pos
¢.  Bank-bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
d. 'Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
5. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran PPh Pasal 21
Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan tanggal 10
bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
¢. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21/26
Dalam pelaporan PPh Pasal 21/26 menggunakan Sural Pembentahuan (SPT)
PPh Pasal 21 Untuk lebih memahami tentang SPT, berikut ini akan dijclaskan
beberapa hal, antara lain:

1. Pengertian SPT

S e e
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Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat vang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak vang terutang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Fungsi SPT
Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh
a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertangeungiawabkan
penghitungan jumlah pajak vang sebenarnva terutang

b. Untuk melaporkan pembavaran atau pelunasan pajak vang telah
dilaksanakan sendiri dan / atau melalui pemotongan atau pemunguian
pihak lain dalam satu Tahun Pajak

¢. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pcmotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain
dalam satu Masa Pajak, vang ditentukan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku

Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak vang

dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3. Prosedur Penyclesaian SPT

a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada KPP setempat
(dengan menunjukkan NPWP)

b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk
yvang diberikan. Pengisian formulir SPI' vane tidak benar vang
mengakibatkan pajak vang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sangsi
perpajakan

c. SPT diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu
yang ditentukan. dan akan diberikan tanda terima vyang tertanggal
Apabila S5PT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat,
dan tanda bukt serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukt
dan tanggal penerimaan

d Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

.
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- Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan
berupa beraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lamn
vang diperlukan untuk menghiiung besarya Penghasilan Kena Pajak

- Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan: Perhitungan
jumilah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak vang bersangkutan

4. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. SPT-Masa, adalah surat vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan / pembayaran pajak yang terutang dalam
suatu Masa Pajak atau pada suatu saat

¢. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang lerutang dalam suatu Tahun

Pajak

5. Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21

Jenis SPT Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian
SPT
SPT-Masa Pemotong PPh Pasal 21 Tanggal 20 bulan  takwim |
berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir |
SPT- Pemotong PPh Pasal 2| Selambatnya 3 bulan terakhir |
Tahunan setelah akhir Tahun Pajak |

6. Sanksi Terlambai dan Tidak Menyampaikan SPT

a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-
Masa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-
Tahunan scbesar Rp. 10000000 (seratus nibu rupiah)

b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar kerana
kealpaan Wajib Pajak sehingpa dapat menimbulkan kerugian pada negara,
dipidana dengan pidana kurungan sclama-lamanya 1 (satu) tahun dan

denda setinggi-tingginya duakali jumlah pajak yang terutang
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¢. Wajib Pajak tidak menvampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan / atau
keterangan yang isinya Udak benar atau tidak lengkap dengan sengaja
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-
tingginya empatkali jumiah pajak vang terutang yang kurang bavar atau

vang tiaak dibavar.

3.1.6 Hasil Perhiiungan
a. Tata Cara Peaghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Menurut
Undang-undang Perpajakan Tahun 2000
(berdasarkan pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545
tahun 2000)
Para penerima penghasilan dapat dikelompokkan menjadi;
1. Pegawai tetap yang memperoleh hak pengurangan berupa:
- 'Biaya jabatan scbesar 5 % x penghasilan bruto ( maksimal Rp.
!_ 108.000,00 sebulan atau Rp. 1.296.000,00 setahun);
- Turan pensiun, THT yang diba}'ardsandiri;
- Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Keterangan:
Karyawati yang kawin dianggap tidak kawin tanpa tanggungan. Ketetapan ini
diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 7 tahun 2000.
2. Penerima pensiun dengan hak pengurangan berupa:
- Biaya pensiun sebesar 5 % x penghasilan bruto ( maksimal Rp. 36.000,00
sebulan atau Rp. 432.000,00 setahun)
- Penghasilan Tidak Kena Pajak
3. Untuk pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai dengan hak
pengurangan hanya Penghasilan Tidak Kena Pajak
4. Distnbutor, multilevel marketing atau direct selling dengan hak pengurangan

PTKP sebulan
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Pegawai harian dengan upah harian, satuan atau borongan dengan hak
pengurangan Rp. 24.000,00 schari perorang tetapi jika dibayarkan bulanan
atau jumlahnya lebih besar dari Rp. 24.000,00 dikurangi PTKP-nya

Tenaga ahli dengan hak pengurangan perkiraan penghasilan neto sebesar 50 %
yang intinya merupakan biaya bagi tenaga ahli

Untuk penerima pesanan dan THT yang dibayarkan sekaligus yang
dibebaskan sebesar Rp. 25.000.000,00.

. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21/26 Menurut PDAM Kahupaten

Magetan
Cara menghitung PPh Pasal 21 bulanan atas pepawai tetap pada PDAM

Kabupa:LEn Magetan adalah:

1. Untuk mengetahui PPh Pasal 21 alas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu

I

Lad

dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan
cara penghasilan bruto vaitu menggabungkan gap pokok. tunjangan isteri,
tunjangan anak, tunjangan berastunjangan listrik dan air, tunjangan jabatan
bendahara TPP, tunjangan pelaisana dan transport dikurangi dengan biaya
Jabatan, potongan dana pensiun dan potongan ASTEK.

Keterangan:

Untuk biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan brato, setinggi-
tingginya Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.

Penghasilan neto vang tersebut di atasselanjutnya dikurangi dengan PTKP

untuk memperoleh PKP

Adtas dasar PKP tersebut, kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun, sesuai tarif

pasal 17 Undang-undang Perpajakan 2000

¢. Penghitungan PPh Pasal 21 vang Terjadi pada PDAM Kabupaten

Magetan

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

TnEko Subijantoro bekerja di PDAM Kabupaten Magetan dengan jabatan
Kepala Bagian Umum dan Personalia. Tn.Eko Subijantoro telah menikah dan

mempunyai 2 anak vang menjadi tanggungannya, memperoleh gaji pokok
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sebulan Rp. 342 300,00, ditambah tunjangan isteri Rp. 34.230,00 | tunjangan
anak Rp. 34.230,00 tunjangan beras Rp. 104.000,00 tunjangan listrik dan air
Rp. 50.000,00 tunjangan bendahara TPP R'Lp_ 370.000,00 tunjangan pelaksana
Rp. 250.000,00 dan membavar potongan dana pensiun Rp. 20.538,00 dan
potongan Astek Rp. 821500 sebulan

Perhitungan PPh Pasal 21:

a. PPh Pasal 21 vang terutang

Gaji sebulan Rp. 342.300,00
Tunjangan:
- Isten Rp.  34.230,00
- anak Rp. 34.230,00
- beras Rp.  104.000,00
- listrik dan air Rp.  50.000,00
- jabatan bendahara TPP Rp.  370.000,00
- pelaksana Rp. 250.000.00
Jumlah penghasilan bruto Rp. 1.184. 760,00
Pengurangan:
|. Biava jabatan:

5% x Rp. 1.184.760,00 Rp. 59.238.00
2. Potongan dana pensiun Rp. 2{}.538;&[1
3. Potongan Astek Rp. 8.215.00

Rp. 87 99100

Penghasilan neto scbulan Rp. 1.096.760,00
4. PTKP sebulan
- untuk WP sendini Rp.’?dﬂ.{}ﬂﬂ;ﬂﬂ
- Tambahan WP kawin Rp.120.000,00
- Tambahan 2 anak Rp.240 000,00

Rp. 600.000.00
PKP sebulan Rp. 496.760.00

PPh Pasal 21 terutang sebulan:
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5 % x Rp.496.760.00 ! Rp. 24.838,00

b. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah:

Penghasilan scbulan yang ditanggung pemerintah Rp. 1.000.000,00
Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5% x Rp. 1.000.000,00 Rp. 50:000,00

2. Potongan dana pensiun Rp. 20.538,00
3. Potongan Astek Rp. 821500
Rp. 8799100
Penghasilan neto sebulan Rp. 912.009,00
4. PTKP sehulan:
- Untuk WP sendiri Rp. 240.000,00
- Tambahan WP kawin Rp. 120,000,00
- Tambahan 2 anak Rp.240.000.00
Rp. 600.000.00
PKP sebulan Rp. 312.009,00

PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebulan:
5% x Rp. 312.000,00 Rp. 1560000
d PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
= Rp. 2483800 - Rp. 15.600,00
= Rp. 9.238,00

Penghitungan PPh Pasal 21 dari salah satu Penghasilan Karyawati
Kawin dianggap tidak kawin tanpa tanggungan

Ny. Siti Mutmainah bekerja pada PDAM Kabupalen Magetan scbhagai staf
bagian Keuangan. Ny. Siti Mutmainah menikah dan mempunyai 2 anak
memperoleh gaji pokok sebulan Rp. 266.100,00, ditambah tunjangan isteri Rp.
26.610,00, tunjangan anak Rp 26.610,00, tunjangan beras Rp. 104.000,00,
tunjangan listrik dan air Rp. 30.000,00, tunjangan jabatan bendahara TPP Rp,
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Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima Pegawai
Tetap

Tn. Mubivanto bekerja di PDAM Kabupaten Magetan sebagai staf pada
bagian Tranmisi dan Distribusi, Tn, Mubiyanto telah menikah dan mempunyai
| anak, memperoleh gaji pokok sebulan Rp. 307.800,00 ditambah tunjangan
isteri Rp. 30.780,00, tunjangan anak Rp. 15.390,00, tunjangan beras Rp.
78.000,00, tunjangan listrik dan air Rp. 30.000,00, tunjangan jabatan
bendahara TPP Rp. 220.000,00, tunjangan pelaksana transport Rp. 250.000,00
dan membayar potongan dana pensiun Rp. 17.699,99 dan potongan Astek Rp.
7.079.00 sebulan.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji pokok Rp, 307.800,00
Tunjangan:
- Isteri Rp.  30.780,00
- Anak Rp.  15.390,00
- Beras Rp. 78.000,00
- Listrik dan air Rp. 30.000,00
- Jabatan bendahara TPP Rp. 220.000,00
- Pelaksana transport Rp.  250.000.00
Jumlah Penghasilan bruto Rp. 931.970,00
Pengurangan:
1. Biaya jabatan

5 % x Rp.931.970,00 Rp. 46.599.00
2. Potongan dana pensiun Rp. 17.699,00
3. Potongan Astek Rp. 7.079.00

Rp.  71.377.00
Penghasilan neto sebulan Rp. 860.593,00
4. PTKP sebulan:
- Untuk WP sendin Rp. 240.000,00
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- Tambahan WP kawin Rp. 120.000,00
- Tambahan | anak Rp. 120.000,00
Rp. 480.000.00
PKP Rp. 380.593.,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan
5 % x Rp380.593,00 . Rp. 19,030,00

Karena jumlah penghasilan yang diterima kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) maka PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang ditenima

ditangpung sepenuhnya oleh pemerintah.

3.2 Penilaian Terhadap Lembaga fTrmpal PKN) dalam Pelaksanaan
Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh
Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan

PDAM Kabupaten Magetan merupakan Wajib Pajak yang telah
melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, mulai dari pemotongan,
pemungutan, penyetoran, sampai dengan pelaporan pajak terutang, Penilaian ini
diberikan dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan di PDAM
Kabupaten Magetan. PDAM Kabupaten Magetan telah melakukan kewajiban
perpajakan secara rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

PDAM Kabupaten Magetan melaporkan penghitungan dan pembayaran
pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan beserta lampirannya. Penyetoran atau pembayaran SPT-Tahunan
pajak PPh pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 25 Maret tahun takwim berkut dan
menyampaikan SPT-Tahunan PP'h Pasal 21 dilaporkan atau disampaikan sebelum
tanggal 31 Maret tahun takwim berikut yang disampaikan ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Madiun.

Pajak Penghasilan alas gaji, upah, honorarium, funjangan, pensiun,
kegiatan, dan imbalan schubungan dengan pekerjaan dipungut melalui sistim
pemotongan (With Holding System) pada saat penghasilan dibayarkan. Pajak
Penghasilan Pasal 21 dari para pegawai PDAM Kabupaten Magetan ditanggung
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oleh perusahaan, maka dalam daftar gaji pegawai tercantum “PPh Pasal 21
dibayar perusahaan™ Contoh struk gaji pegawai dapat dilihat pada lampiran.

Pajak Penghasilan pasal 21 yvang telah dipotong atau dipungut oleh PDAM
Kabupaten Magetan atas penghasilan karyawannya akan disetor ke KPP Madiun
melalui Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi (BRI Cabang Magetan atau Bank
Jatim) dengan menggunakan Sural Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan
tanggal 10 bulan takwim berikuinya :-:ﬂlciah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir puna menghindari keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan

pelaporan pajak vang terutang.
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IV. PENUTUP
N y

Dart Laporan Hasil Prakteck Kerja Nyata yang berjudul “Tata Cara
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima
Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan Tahun 2004, penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa PDAM Kabupaten Magetan dalam melakukan
kewajiban perpajakan sudah cukup baik dan benar sesuai dengan peraturan
perpajakan vang berlaku.

Pada kesempatan ini, penulis menvampaikan banyak terima kasih kepada
semua pihak yang telah banyak membantu dan turut serta ikut berpartisipasi
membantu penulis selama proses penyusunan laporan ini sampai dengan selesal.

Penulis sangat sadar bahwa penyajian Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan
laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan Hasil Praktck Kerja Nyata im dapat
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, terutama menambah wawasan bag

vang memerlukan pada khususnya.
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i, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
A UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121

=T
e E-malf ; fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736
lomor 125/ i1.25.1 2/PP.9/2004 Jember, 30 Marct 2004
ampiran [ mme————— -
erihal Pelaksanaan Kegmatan Magang

epada Yth. : Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum
JI, Tri Pandeta No. 5 Magetan
di -
Magetan

3 Dengan hormat,
Menndak lanjuti surat saudara No. 800/120/403 501/2004 tanggal 15 Maret 2004,
perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-111 Perpajakan
Jurusan mu Administrasi Fakultas 1lmu Sosial dan lmu Poelitik Universitas Jember
pada Perusahaan Daerah Air Minum di Magetan vang akan berlangsung selama 30
{1ga puluh) han, dengan jumlbah mahasiswa 1 orang (surat tugas terlampir).
Harapan kami sclama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberikan
kesempatan untuk prakiek kerja
[remikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

"\ 6.Drs, Hi. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

embusan kepada Yth. ¢
. Ketua Program Studi D-111 Perpajakan FISIP UNEL
- Kasubag. Pendidikan FISIP UNE).

Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ,

mum/msword/srimogane | doo,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kallmantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335588 Jember 68121
E-mail : fisip.unsj@telkom.nst Talp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS
No. : 127/ /1.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas llmu Sosial Dan Hmu Politik Universitas Jember
Menugaskan Kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah i

Nama . Indah Respatiani
NIM 01- 1100

Untuk mengikuti program kegiatan magang di Perusahaan Daerah Air Minum
selama 30 harl terhitung mulal anggal 01 April 2004 s/d 31 April 2004
Mahasiswa diwajbkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan
disiplin kerja yang berlaku

Demikian surat tugas int dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik — baiknya.

/ .
Sy

Harct 2004

. Ketwa Program Studi D111 Perpajakan FISIP UNEJ
2. Kasubap Pendidikan FISIP LINE]
3. Kasubug Keuangan FISIP UNE]

imswordsefmagang | doe
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PERUSAHAAN DAERALLAIR MINUM
(PDAM)

JALAN TRIE FANDITA NOMOR S TELEPON (U351) 445313
MAGETAN {(0i31%)

)

TIRTA DEARMA

SURAT- KETERANGAN
Nomor : BDG;’;‘E,Z? /403.501 /2004

Yang bertanda tangan dibawah ini Ditektur Utama Perusahaan Daerah

r Minum Kahupaten Magetan, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : INDAH RESPATIANI

Nomor Induk + 01-1100

Jurusan ¢ Hmu Administari

Bidang Study v DU Perpajakan

Alamat :Jl Raya No 7 Kendal Ngawi.

Telah selesai me]aksanakian Praktek Ferja Nyata di Kantor Perusahaan
werah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mage an..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipersunnk
rlunya.

an sebagaimana

Muagetan, 30 April 2004
DIREKS! PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
~KABUPATEN MAGETAN

= A

¢ Dipektur Utarma

o,

'4":._'..1}"‘ !
Drs. MOCH ARIEF ROBINGAN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
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FAKULTAS TLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK g

JL Halkne, 0~ Koropis Pegelboto Te (0351 33558€ 331341 Fax (0331} 335538 Jember 63131
Email | fsip.uneFel munet Tels. (330 133736

mm

DAFTAR KEGIAT AN KC NSULTS SYBIMBINGAL , LAPORAN AKHIR
PROGRAMSTUDI D171 ORIAT I PERPATARKAN/PARTWISATA

Naomaen JERAT A f‘I.-!-‘!t .........
NIM | i R L
Alamat Sl Haaghas TI79 cemoss
Turusar s TR .M'u"i st S
Progran Stud) 1 J‘E‘ ferpRJuicat
I Gl P el P U6 PENGUASTLAN (BFn) PASIL 2%
I POLEL $ 348 VARK shhiueloui.

A0S, PRiesiASTLAN YANC INTERIMA OLEE PECAI ThO L? PADA

.................................. SEARBAFA R AR

. alan EAUPATES MOGLL] JAINE 3:\‘.1

Dosen Pectbimmiblog ;. TU0QL FRA RLER ahedk
| ; Tanda T,
NO Har/Trvgyal jam Urxl in Kegiatan o
| PTDHSB.HJ:;.
1| Xaple,29, .12 l.."CI-, 1-.,._;'!' Perhidken don ACC Juc
Lot s Jdl
Selemng1l led 2004 108,20 Konoultaai mb I,IT,I0I,IV /,l'ﬂ-l'L
Junat 249 Hed 200 ' G8430 | Raltad ab I,“' you b ud i i
vyl ses <004 1830 ADC Ujlan ' T [nn-

N _
B T WO TR
| LS '

Catatan
L Dibawa mahasiswa yang bersanghkutan pads setiap konsultasi
2. Ditanda tangeni oleh Dosen Pemnbimbing Laporan Akhir
& Diseralikan kepada Ketua Jurusan,/ Pernbimbing Laporan Aldhir setelah konsultasi
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PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
HKABUPATEN MAGETAN

e VOUCHER (V)

NOMOR .

Ui 02
2004

BANK CEKNO.:

TANGGAL |

BEBAN BAGIAN SEKSI

CH-0E-2004

BOLEH DIBAYARKAN KEPADA

ivFI FLEy Pl
KODE JUMLAH
NAMA PERKIRAAN PERKIRAAN D K
PPH PaZalL 21 s i | T
PPH PASAL 27 e L1t L (00
PAIAK PPN 0 b {860 by
UTANG LATINNYS (VOUCHER weld M Ol osrcesn i g i % .498.590
L"_
[
JUMLAH
TERBILANG SERBETL AN S0 8 i A P ar DR AT LI T o498 590
SERGLLAM JUra THPRT St | it JLUHE DELAREN RIBU LIMa RaTus
= SEME L] S8 1 oler Mg it
FPENJELASAN T s o e i
IILH._.r:.-n..-_..-_._l..«.....\.I FLERe [ o, 2 T e S T S w5
Lo | O R o U s S i WMERNLIER N

Disetujui
Dir-Eid, YUrmum

Tanda Terima,

L i A s e e f

LUNAS DIBAYAR
Ilanggnr : éff r:?}._';;m,;r i
.ND' Kas : D ' [

Haraf

R ?-
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.L
J DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN FAJAK

L JBOEETAN

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

NPWP

lo]4],

.|slol1. IaI—I_E_[_zJ_1|

Diisi sesuai dengan Nomer Pokok Wafil Pajak yany dimiliki

NAMA WP

ALAMAT : 9L, TRIPAIDITA 1O

- PDAN HABUPATEN MAGETAN

|D qu

MAP/Kode Jenis Fajak Koda Jenis Setoran

ﬂ|1|1|1[ |1 Glﬂl

Uraian Pembayaran
PR pel 21 Gaji katyawan bulan Pebruard 2004
Omhle BDAM. s

Masa

Pajak

Tahun

Mar | Apr | Mei | Jun

l.]ﬂn:

Jul | Ags | Okt | Nop

|2]ﬂ34|

DVist falert lerurangnye pajak

Des

Beri tanda silang pada salah sanr kolom unmk masa yang bevkerac

Nomor Ketetapan

pl S

Ditsiwesitai Nomor Ketetapan : STE, SKPKE, SKPEBT

Jumlah Pembayaran

Diisi desgan rupial pennl

3,419,763~

...................................................

Terbilang

.................................

—_—

Tiga juta empat ratus sembilan belas ribu
Jujul, zatua enam maluh tigs rupish

Diterima oleh Kantor Penerima
Tanggal ..
Cup rl'c-lu .'au.rlu.hm‘,lfmi‘

ﬁ‘__--""_'_-.--'_._
____ﬂ____.-*--“" i
Nama J c}vs 'I.*.:‘.ﬂJL

‘Pujuli..f Penyetor
~3~2004

Bk

Diisi sesual bukn petimjuk pengisian

F2.0.32.01
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i Lewnsbuar k-l wintuk = ¥antor Peloyanan Pajak !
Lonbar ke-2 uniuk : Mensotony Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

i ; ! ¥ih. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

|
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A, ldentitas Pemotonp Pajak : :
NPWP !
o [1].lelsla|l.[slolz].[3]_[sl2la]. o] olo]em
Mamm 1 I s R e e e bbb R e RS e
Alamat , e Toipapita SURGORAR =~ ————————
B. Pajuk Penghasilan Pasal 21 dan atao Pasal 26 yaog telal dipolong unfuk masa JPebrgard 4. tabun 2004 (]
dan telali disetor tanggal 18 = 3 = 2004 ) sidalah sehapal berikut : |
i I:iir"t'.l Py Jumilal Jumluh ' : =1L
sk - Golongun MAl ['I'h yang dipatong-

1 . , et Penerina Penghasilan Bruto e 10 } P
TR D (1) (2) () (1) T8) o
L Pegawal Tetup OUA00 | s 168 33009750 | 30 309.T63

2, Pegawal Tidak Tetap yaug I'Ph
terutungnya ditungpang Femcrlntuh sithiveritbibaiines (||| butisirinieis bbbt b s s I
3. Pensluman dan Pewerin
Pembayaran berkals Lalnnyn Lo =
4, Pegawal Marlan / Mingguan SO s WL N | e
5. Pegawal Sutuan g T SRR TR R | SRS e it iiatgh (|1 Stk ol T
6. Pegawul Bovengun DELIAION | o Al (AP PRSP
7, Peguwal Honorer DIH00 | i@ | i IORSREY
B, Muntan Pegawial yang menering [
Jasa Pradukst, Tandlem,
j Gratifikasi dan Danus OLERI00 | iinasion PO [ RIS e e e AT : e A o L1 e
0. Penarih doona padda Dang
+ Pensun i JEE 11T R — T T T i
10, Petngay Dinas Lune Asurunsl AT TR T T T T | T S ———— - b phh i b ok
11, Petugas Ponfafas Burang
Daafrin g AR ARy RIS TSR - e PRTTART. (08 oo s o 2
12, Distributor MEMAiceet selling CITHIRON | aevsmiibibbrrsaiani | asiiea P L M b R A S
13, Tenaga Al DIITIO0 | ciiiiiiicationmen T e i i e L AR L
14, Fenerima Honorarivm ulau
Fobsalun Doy L e st bbbk bkt T S T pammeEe | | e SR
18, Pegawal dengan statis Wajil
Fajak Luar Megeri QHTIION | iinnens e T L 10w L T et bt s
b e Fe 197630 | 3e4290T63

Diperhibtunghan kelebilhan setor talinn/ulan =) sebelumnya

PEL Pasal 21 dan Pasal 26 yang neasth boaras disctor/kelebilion selor tubimi/balan®) sebelumuoya yang
belunn diperhitunghas, PORORPERRER R e —

Torbilang : .. Tdga, juta enpat ratus.seabilan belas ribu tujul ratus. ensa puluh tiga rupish

*) coret yang tidak porla

F.1.1.32.01 hal 1 dnrllA
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« Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final ;

MAP/ I;i '1']’;:?.“ Vil | Juisritak Penglingiias Beuta
KJS SR (Rpo) 175 2
Penpliasifan | |'.l.
(2) (3 Rl
1. Penerima Uang Pesaneon, Uang
Tebusan Pensivn, Tunjangan ari
Toa/Jaminan Hari Tua yang
dibayarkan selkalipus, DYLEAaNT | aiasaanniiin
2. Pejabat MNegara, Pegawni Negerl
Sipil, Angguta TNIIPOLRL dan
Pensiunan yang menerina
Hoooerarium dan Tmbalan lnin
yanp dibebankan kepuda |
Keuangan Negara/Dacrah Lo M
SUNMIE,~ ~ . _ aaem R, 3£.197.60  3a1194763
Terbilang : iga. Juba mp.u.'t ratus am‘nﬂm h:—:la.a ri‘hu tuduh mtmm enma puluh i rup;l.jah

“'] Jumlal PP yang dipetong

C. Lampiran ; {3)
{ ) Surat Sctoran Pajuk sebanyak ... [l
{ ) Surat Kuasa Khosus/Surat leteringan Kemaltion.
{ ) Dallar Bukti Pemoiongan PPh Pasal 21 dan alau Pusal 26.
{ ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ... lembar,

D. Pernyataan ; !
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitaluan di atas adalali benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

. ........................ o 25 I . 7|

si (/)

\, dan cap
b 'l.
oy RO SH,
"“-q,_ _".‘-"“ % oy e e
1-"_12“” 'IL" S _,u';*p r'r,c\-'u-r; F__?I:'f‘;nl'ﬂ
-« S .m-“;u:fm.!
'F.1.1.32.01 hal 2 dari 2
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i1 PERUSAHAAM DAERAH AIR MINUM
i -ﬁruKAEIIJPﬁTEN MAGETAN NOMOR :
& . 040,02
VOUCHER (V)
BANK : CEK NO. TANGGAL ;
BEBAN BAGIAN SERS] 28-02-2004
BOLEH DIBAYARKAN KERPADA
RAMTOR TEIAn
KODE JUMLAH
NAMA PERKIRAAN PERKIRAAN ) %
F'PI'! PASAL o1 50 .5.00 i . 692
UTANG LAINHYA (VOUCHER LaIN YHb DIDAYRH ) 5001 3 57.692
f
)
JUMLAH
TERBILANG Y ST 57.6%92
| LIMA PULUH TUIUM HIDW CTHAM RATUS SEMBILAN PULUH OUA RUPTAH
| PENJELASAN
HEMBEAYARAN HUTFTANG FAJAK PRY PE.Z21 TAMAN HLin MANUNGGEL (TRM)
MAGETAaM BAGIAM HBULAN FPFCORMUART 2002

Dlsnlu;ul

Ditaliti clah

Dru TUTIK WAHYUTL }MM Dy EC DADIER PRASETYO

Tanda Terima,

q%&gLZ;Tumn

NPP. (B3 059 000

NEF. hl4£|5l-.13

Tanggal |

Mengetahul

Urs, BAARIEF RC

NIP

LUNAS DIBAYAR

Toogesl § Y- 03 - Emt;
Mo, Kas ; =

Paraf

v}

/’

/
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORANPAJAK

(SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip WP
newpc [0 [4]5]a], [5]o]7], [3]—[6]2]1],[0] o]

Diisi sesnai deugan Newmor Pokak Wil Fajak yenyg diwniliki
NAMA WP
ALAMAT

. PDAN KABUPATEN NAGETAN
A R O 8 s saasesscissvinationss

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

|I‘J|1|1 ']iI 110 Dl

Uraian Pembayaran

K&h..psl..2)..0adi. karyawan bulan. Pebmiard. - 2004 ...

Masa Pajak

Tahun

PR | Mar | Apr | Mei Jul | Ags

Jun

Jan

Elﬂlﬂ 4|

Diisi talun tevitangnva pajak

DES

Nop

Bert tanda sitang pade salal soir kolom nnmk imasa yang bevkenaan

Nomor Ketetapan | | | | | |f |

Diisi seswal Nomor Ketetapun : .h".li'.f: SKPER, SKEPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisd elengeorn rpinly peanl)

Terbilang

......................................................................

yyyyyyyy

fp R ,. AR
| Eﬂ} C,"-_'. Figen £ ol ! . 5
T A Ty l’gp;i
o \7
NamaJelBte. vt ab e S Nama Jelas :\-ﬂ.&r-"
b oy

Ruang-Validasi Kantor Pendrima Pemba yaran

2iisl sesunt buky perunjuk pergisian

F2.0.32.01
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B——

Lembar ke-l wrtuk ¢ Kantor Felayanan Pajzk

Lanbar ke-2 usituk - Pemolong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT IENDERAL PAJAK

Yih, Kepala Kantor Pelayanans Pajak
e )

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

Ao ldentitas Pemutung Pajak -
wwe oo | lalsle]. slolz).[3]-lelels]. lolalalam

PONE - MEOTAL i

Mami A

Alamat

B, Pajak Pesghasilan Pasal 21 don atan Paial 10 yang telals dipolong untik masa  Pebigagd L

SRR 1 1T ML 2l

dan teluls diseinr gl 15"‘3'@4 o ol bty selongal berikat 2
= )
[ il g Jumilah Jumiluk :
k’/ fod s Golungun MALY 4 P vang dipotong
S Wi il Pencrimy Pouphasilon Bruto e
H.,{L J_. E.FPF"‘.'M 1 1._|1p,husl.luu IKJs Frenghaslian : (Hp.) (Hp.) [
Tl (1 {21 (&) (4 5] ===

2, Peguwal Thlak Tetap yung "Ph

lal, Pgaerinna Damirarimon atau
Tovlsalwnn Dby nrryion el SR RARARRIL B et :

15, Pegawil denin status Wajib

1. Pegawal Tetup aerinon | oo BN T o o N || ot LA .

terutangnys ditangpung Pemerintul [ -
3, Penshuiin dan Peoerinu
Pembayurun hecknls Liadunys TE T — H i M M A L e Y
4, Pegavwal Durian £ hingguan TR I LT[ S —— AL BT ik W L P00 P  SOPM A s
& Pegawal Satuun BLLITEO0 | caivesmrrrrrsserine et R R—
O, Pegawal Barougun AT T R | ——EE e e
9, Pepawal Honover UrEr e iaisna
B Muantan Peguwal yang i i
Jass Prodikal, Taniiem,
) Gratifkash dan Do EA 375 11 L TP LS e A SRR e B b LTI TS o
§, Penpril duna paila Dans
Iensiun TIE 1 111 G (e | [ aems——— il s 110
10, Petugas Dhuas Luar Asuransd QULLIO0. | corpmmsrrrrrorrs | ressimmsssnskisncsiiisssiosmsssmosesssio o
1l Petuggis Menjaja aring
D unglui CIERR T L [ O — iy Sk Ml it e = -
12, Dlteibntor MLAMANeet selling PR P My (TS e | e OB T R RO e W
13, Tenups Al DEIVEDE | i IV PR R TR LT - - o .1 T

ek Luar Negeel BIITIIO0 | mecrvimapiane R b B ——

AUMLAH _ W BT6e920 .. . x X R Ao

Dipertbtunghkan kelebilian seror tabun/Bulan *) scheluninyu

O Pamand 20 i Pasal 36 yang mastl hurus disetor/helelithan scu Pl bulun®) sebeluimmnys yaing
belum diperhitunglion.

P LT L ]

Terbllang ; . RAna pulul tujuh .rih;..m..mtw...mmm..m R A W

=) carel yuug tduk perlo

F.1.1.32.01

bial I dari2
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aghasilan Pasal 21 yang dipotong Dinal ;

Pt e T . o R R e |
o . 3 Jumlah : | B e a2
.4F5Pq}{prinln.Pcnj::lnlsihm bilcjg"r I"enerima Junsdakl mgllgHaF Brate i s h}rmg }nn,g}mw
Lol i Pengliasilan | (Rp.) Tl {RF'—}‘:T‘*Q‘__:
W er s it AL | R S
R (1) {2) a) 4) = (5) = moiye
l. Penerima Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari
Tua/Jaminan Hari Tua yang
dibayarkan sckalipus. BUEEMEE (=t | R A e R s R e e el
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNVIOLRI dan
Pensiunan yang menerima
Hooorarium dan Lmbalan lain
yang dibebankan kepada |
Knunngan Hngnr;ﬁu:mr“h BEFN I |.reiiiisseessirinines SEERR DR ., iy 0 OTETOTRRRE (IR T R ==
SUMLAN < g L T &
. by Al lega ;‘ .
Terbilang : . LAma puluh tuguh vitu cion ratus sembilen pulub dus Pupdal..ooins *)

*) Snnleds PP oy dipotiong

C. Lampiran : (3)
{ Y Surat Setovan Pajal sebunyok ... lembar
() Surat Koasn Klwsus/Sural Keleraigun Rematin,
{ ) Daltar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan slau Pasal 26,
{ ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sehanyak .......... lembag,

D, Pernyataan :
Borsama Inl saya menyatukun baliwa pemberitalvan di atas adalul benar, lengkap, dan tdak bersyarat.

Magokany..... B2 L2004 20 e (6)
T " y N o /"/
Aok ViR 2008 ERARN

»,
ﬁ GeAemotong [&?h Hl.l'lmq )
/}‘__{ - Tunila u“hﬂ} ki dan e
{l L Flr-l'“}g:,&_|{ju*.l;'- r T.*" >

L P O
I'l.:l._ i | £ -
F.1.1,32.01 Bl 2 dari 2

R o e 4
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486 /KMK.03/2003
TENTANG

PAJAK PENGHASTLAN YANG DITANGGUNG OLEH FEMERINTALL

Menmmbang

Mengingat

ATAS PENCHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2003 fentimg Pajak Penghasilan yang Ditangoung oleh Pemerintah  atas Penghasilan

Pekerja dari Pekerjaan, perlu  menetapkan Keputusan Menteri Feuangan tentang
J i P

Pajak Penphasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari

Pekerjaan;

1.

-2

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Porpajakan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
bebetapa Kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984):

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali  diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Bepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3985);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang
Ditanggung oleh Pemerintal atas l*anghasﬂlan Pekerja dari Pekerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 106, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomaor 4323);

Keputusan Presiden Nomor 228 / M Tahun 2001;
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Vienetapkan

o

Digital Repository Univers =

5. Keputusan Menten Keuangan Nomor 447/KMEK.03/2002 tentang Bagian
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harlan dan Mingguan
serta Pegawal Tidak Tetap Lamnva vang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak

Penghastlan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN
YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
DARI PEKERJTAAN.

Pasal 1

(1) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh
Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai
pegawal letap atau pegawal tidak tetap pada satu pembeni Kerja di Indonesia, yang
mencrima gaji, upah, serta imbalan lannya dand pekeraan yang diberikan dalam
bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) scbulan.

(2) Pajak Penghasilan  yang ferutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dan
pekerjaan yang diteima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sampai dengan Kp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan ditanggung oleh

Pemerintal.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.

Pasal 2

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai
pegawa  lelap  atas  penghasilan dan pekerjaan  adalah  sebesar  jumlah
penghusilan kena pajak yang dilutung  berdasarckan  ketentuan  Pasal 21 ayat (3)
dikalikan tnif Pasal 17 ayat (1)  Undang-undang Pajak Penghasilan vang

lwerlaku,

[ 2 )
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(2) Pajuk Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus schagal
peeawai hatian, mingsuan, serta pegawai tidak tetap lainnya atas penghasilan
dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung
berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayal (4) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1)

Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

(3) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 avat (2) adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang
oleh Pekerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat
(2) atas jumlsh penghasilan bruto dari pekerjaan scbulan sampai dengan
Rp.1.000.000,00 (satu juta rspiah).

(4)  Pajak Penghasilan Pasal 21 vang harus dipotong oleh Pemberi Kerga atas
penghasilan Pekerja dari pekejaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21
vang terutang sesuai ketentuan sebagaimana dimakisud dalam  ayal (1) atau ayat
(2) dikurangi dengan Pajok Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah

sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3).

Pasal 3

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pekerja, yang ditanggung oleh Pemerintah, dan
vang harus dipotong oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib
dilaporkan baik dalam SPT Tahunan Pajuk Penghasilan Pekerja dan atau dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja sesuai ketentuan umum yang

Lierlaku.

Pasal 4

Pada saal Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Feuangan Nomor 70/KME.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang
Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah
ik-Iini:nurn Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.

ot e s s
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Pasal 5
Pemotong Pajak  Penghasilan  yang ferlanjur menerapkan  perhitungan  Pajak
Penphasilan  Pasal 21  berdasarkan Keputusan Menten Keuangan Nomor
TOKME.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang Diterima oleh
Pekerja sampai dengan Scbesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Kabupaten/Kota
terhitung scjak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menten
Keuanesan ini, dapat melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
atau melakukan penyesuaian perhilungan pada saat membuat SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan
Pasal 21 Terulang selelah Tahun Takwim berakhir, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Ketenluan yvang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menten Keuangan
iy diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan  Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyal daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengumuman Keputusan Menterd

Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanpgal 30 Oktober 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(-

BOLEDIONO

.
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PRESIDEM
REFUBLIK INDONESIA

|
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK muowﬂsm|
NOMOR 47 TAHUN 2003 ;
TENTANG b

PAJAK !’ENGI‘IﬁSiLﬁ.N YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
. NTAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

Menimbang, :

Mengingal

HB

L.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Fﬂjak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Fajak atus

. penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

dengan nama dan  dalem  benluk apapun, lermasuk  atas
penghasilan pekerjaan;

bahwa kondisi kesejalileraan masyarakat lupisan bawah pada
umumnya masth memeriukan perbaikan dun peningkatan;

buhwa  dalam rangka upaya perbaikan dan  peningkatan
kcsujuhtafaun masyarakat lupisan bawah khususnya kelompok
pererja, diperlukan .5um:,?'k1:b[_iakun untuk meringankan beban

Pajak Penghasilan kelompok pekerja dimaksud alas penghasilan

yang diterima dari pekeyjaan;

bahwa sehubungan dengan hal-hal terscbut di atas, perlu

- inenetaplkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan yang

Ditanggung oleh Pemerintah - atas Perighasilan  Pekerjn » dari
Peleerjann,
r

Pusal § ayat (2) Undang-Undang Dasar 1948 sebagaimana lelah

diubah dengan Perubghan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang- ...

K

§'

ﬁ'ﬁ

y
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Menetapkan

f T s % ' Fer
. Calam Peraturan Pemerinlah ini

PRESIDEN
REFPUBLIK INGONESIA

2, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak IPﬁnghasiian'l )

(Lemibaran Negara Republik Indonesin Tahun 1983 Nomor 50,
“Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
bebernpi kali diubuh, teralchir dengan Undang-undung Nomor 17
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomer 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

MEMUTUSKAN :

VERATURAN PEMERINTAH TENTANG ~P:‘~.;]}".I{ PENGHASILAN YANG

DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
DARJ PEKERJAAN, : o g

iz

Pasal 1

mendapat perlakuan Pajak Penghasilan. yang ditanggung Pemerintah
acdalah Wajib Pajak orang pribadi dalam r.mg,eri }raﬁg bekerja sebagal
]Jcénwai fetap ataw pegawai tidak tetap pada satu pc:mbcrifkﬂrja di
Indonesia, yang menerima gajl, upah, serla imbalan lainnya darl
pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan
Rp, 2.000.000,00 (dua jula rupiah) sebulan.

y&ng dimaksud dengan Pekerja yang .

b

i
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I PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8-

' Pajak Penghasilan yang tecittang atas gaji, upah serfa imbalan laihnya dari
: : ' peketjaan yang dilerima cleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam
i Pasal 1 sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu -juta- rupizh) sebulan,
a : ditanzgung oleh Pemerintah,

- Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut vang diperlukan dalam rangkd pelaksandan
Peraturan Pemerintah Ini, diatur dengan Keputusan Menieri Keuangan
I i 4 - i\ L

Prsal 4

' P Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraluran Pemerintah
. Nomor 5 Tehun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan -yanz
i Diterima oleh Fekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi
alau Upah Minimum Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik
. indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4258) dinyatakan tidak berlaku,

) : . Fasal 5

X i ' Peraturan Pemerintah inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ‘
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan’ penempatannya dalnm Lembaran
Negara Republik Indonesia.

c i
Ditetapkan di Jakarta
: pada tanggal 21 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
_ _ .- MEGAWATI SOEKARNOPUTRI | © .02
Ditndangkan di [akarta \ : sl #
pada tanggal 21 September 2003 i : ST, e S
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, . : Jd TS
O R ‘ ‘ !' |
J .: i
BAMBANG KESOWO ; \
LEMBARAN NEGARA REEUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR106  *, . %

Salinan sesual dengan aslinya,
' Deputi Schttnm Kabinet
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